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(IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG 
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU) 
 
Fiter Akbar 
(Ilmu Administrasi Publik / DID010071) 
 
ABSTRAK 
Sampah merupakan sisa-sisa kegitatan sehari-hari manusia atau proses alam yang 
berbentuk padat berupa zat organik atau anorganik yang bersifat dapat terurai atau tidak 
dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan di buang ke lingkungan. 
Sampah akan bermanfaat untuk manusia dan lingkungan bila dikelola dengan baik, 
namun sampah dapat berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan serta dapat 
menimbulkan bencana bila tidak dikelola dengan baik. Kota Bengkulu mengeluarkan 
Peraturan daerah  No 2 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah sebagai keseriusanya 
dalam mengatasi permasalah sampah di kota Bengkulu. Berangkat dari hal tersebut 
Penulis melakukan penelitian dengan judul implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu. Fokus dalam penelitian ini 
adalah Implementasi kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 Kota Bengkulu 
tentang pengelolaan sampah di kota Bengkulu. Dalam arti seluas-luasnya, 
implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisaian atau 
penyelenggaraan aktivitas yang telah di tetapkan berdasarkan undang–undang dan 
menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (stakeholder), 
aktor ,organisasi (publik atau privat ), prosedur , dan tehnik secara sinergistis yang di 
gerakkan untuk bekerja sama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang di 
kehendaki. Adapun Aspek- Aspek yang di teliti terhadap implementasi peraturan 
daerah  No 2 Tahun 2011 kota Bengkulu adalah aspek tehnik operasioanal 
pengelolaan sampah, aspek pembiayaan, aspek kelembagaan dan aspek peran serta 
masyarakat. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini melalui 
studi lapangan, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan melakukan 
peninjauan langsung.ke tempat pembuangan sementara , serta proses pengangkutan dan 
tempat pembuangan akhir (TPA ) Air sebakul Kota Bengkulu dalam penelitian ini, 
peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. berdasarkan dengan fakta-
fakta yang konkret. dan Berdasarkan dari pembahasan serta kesimpulan hasil penelitian, 
bahwa implementasi peraturan daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah 
di kota Bengkulu belum berjalan dengan Maksimal, disarankan untuk lembaga  
Pemerintah Kota yang mengurusi pengelolaan sampah di kota Bengkulu Seperti Dinas 
lingkungan hidup kota Bengkulu supaya rutin melakukan penyuluhan tentang 
pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan dari 
pencemaran sampah di kota Bengkulu ini, serta giat melaksanakan pembinaan TPS 3R 
seperti yang sudah ada saat ini dengan melibatkan masyarakat di dalamnya.  
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1.1 Latar Belakang 
Sampah merupakan sisa-sisa kegitatan sehari-hari manusia atau proses alam yang 
berbentuk padat berupa zat organik atau anorganik yang bersifat dapat terurai atau tidak 
dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan di buang ke lingkungan. 
Sampah akan bermanfaat untuk manusia dan lingkungan bila dikelola dengan baik, Akan 
tetapi sampah juga dapat berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan serta dapat 
menimbulkan bencana bila tidak dikelola dengan baik. 
Pertambahan penduduk dan arus urbanisasi yang pesat telah menyebabkan 
produksi sampah pada perkotaan semakin tinggi. Hal ini bukan saja diakibatkan 
karena pertumbuhan penduduk tetapi juga karena meningkatnya timbulan sampah per 
kapita yang disebabkan oleh perbaikan tingkat ekonomi dan kesejahteraan. Jika 
sampah tersebut tidak ditangani dengan baik, akan dapat menyebabkan timbulnya 
berbagai permasalahan seperti gangguan kesehatan 
Misalnya tumpukan sampah di TPS yang merupakan sumber-sumber 
berkembang-biaknya vektor-vektor penyakit, seperti kecoa, lalat, nyamuk, tikus dan 
sebagainya. Selain itu, penanganan sampah yang tidak baik dapat menyebabkan 
timbunan sampah menjadi sumber kebakaran dan bahaya kesehatan yang serius bagi 
anak-anak yang bermain di dekatnya. Sampah juga dapat menutup saluran air 
sehingga meningkatkan masalah-masalah kesehatan yang berkaitan dengan banjir 
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dan tanah-tanah yang tergenang air. 
Dari studi dan evaluasi yang telah dilaksanakan di kota–kota di Indonesia , dapat  
di identifikasikan masalah –masalah pokok dalam pengelolaan persampahan kota, 
diantaranya : 
 Bertambah Kompleksnya masalah persampahan sebagai konsekuensi logis dari 
pertambahan penduduk kota. 
 Kepadatan penduduk menuntut pula peningkatan metode /pola pengelolaan 
sampah yang lebih baik. 
 Keheterogenan tingkat sosial budaya penduduk kota menambah kompleksnya 
permasalahan. 
 Situasi dana serta prioritas penanganan yang relatif rendah dari pemerintah daerah 
merupakan masalah umum dalam skala nasional . 
 Pergeseran tehnik penanganan makanan , misalnya menuju ke pengemas yang 
tidak dapat terurai seperti plastik. 
 Keterbatasan sumber daya manusia yang sesuai yang tersedia di daerah untuk 
menangani masalah sampah . 
 Pengembangan perancangan peralatan persampahan yang bergerak sangat lambat. 
 Partisipasi masyarakat yang pada umumnya masih kurang terarah dan terorganisir 
secara baik. 
 Konsep pengelolaan persampahan yang kadangkala tidak cocok untuk di 
terapkan, serta kurang terbukanya kemungkinan modifikasi konsep tersebut di 
lapangan. 
“Selama ini, pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam 
mengelola sampahnya adalah dengan menggunakan pendekatan end of pipe solution 
(Araroi, 2004)”. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengelolaan sampah ketika 
sampah tersebut telah dihasilkan, yaitu berupa kegiatan pengumpulan, pengangkutan, 
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dan pembuangan. Sampah dikumpulkan disumbernya, kemudian diangkut ke Tempat 
Pembuangan Sementara (TPS) dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 
tanpa adanya pengolahan terhadap sampah. 
Pembuangan dengan cara timbunan terbuka di TPA (open dumping) adalah 
bentuk pengolahan umum yang ditemui di Indonesia (Ismawati, 2005:142).Apabila 
pengelolaan sampah masih dilakukan dengan cara ini, maka dapat diperkirakan kota-
kota di Indonesia akan mengalami permasalahan sampah yang akan berdampak 
buruk bagi kehidupan. Untuk mencapai masyarakat perkotaan yang sejahtera, kualitas 
lingkungan hidupnya harus baik, karena akan berpengaruh pada kualitas hidupnya 
(quality of life). 
Masalah lingkungan merupakan salah satu isu penting dalam globalisasi maka 
semua pihak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap 
lingkungan secara proporsional. Perlindungan lingkungan hidup adalah suatu masalah 
yang harus dipertimbangkan dari  aspek global. Masyarakat dunia telah bersaksi untuk 
turut serta memberikan kepedulian terhadap lingkungan melalui deklarasi yang dibuat 
oleh konferensi PBB di Stockholm pada bulan Juni 1972. Deklarasi tersebut berisi tentang 
perlindungan   dalam   pencegahan   penecemaran   dan   ajakan   dalam  usaha kordinasi 






Pesatnya pertumbuhan penduduk kota diikuti dengan peningkatan berbagai 
aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat yang kemudian memunculkan masalah-masalah 
perkotaan. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan sumber daya pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah untuk menangani permasalahan tersebut. Secara umum kondisi ini 
menjadi  tantangan bagi pemerintah kota untuk menciptakan lingkungan kota yang dapat 
mendukung kehidupan seluruh warganya. 
 Persoalan lain yang timbul sebagai akibat semakin pesatnya jumlah penduduk 
kota adalah meningkatnya volume sampah. Jumlah atau volume sampah berbanding lurus 
dengan tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang atau material yang digunakan 
sehari- hari. Demikian juga jenis sampah, sangat tergantung dari jenis material yang 
masyarakat konsumsi.oleh karena itu pengelolaan sampah tidak lepas dari gaya hidup 
masyarakat.  
Di samping itu juga cara pandang masyarakat selaku penghasil sampah terhadap 
kesehatan dan kebersihan lingkungan juga patut dipertanyakan. dalam hal ini sama telah 
menjadi masalah psikologi sosial dan perilaku menyimpang masyarakat kota, bahwa citra 
dan cita-cita kebersihan dan kesehatan lingkungan hanya berlaku bagi wilayah privat dan 







Masyarakat tampaknya hanya peduli dengan kebersihan rumahnya saja dan tidak 
peduli lingkungan dan kotanya sehingga tidak jarang ada masyarakat tanpa merasa 
berdosa yang membuang buntalan sampahnya ke wilayah hutan kota, sungai, laut bahkan 
kebun atau tanah kosong. Ironisnya, fasiltias pengelolaan sampah hampir semua kota di 
Indonesia masih terbatas. Hal inilah yang melatarbelakang pemerintah menerbitkan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 
yang disahkan pada tanggal 7 Mei 2008 oleh pemerintah. 
 
Menurut Ilyas Asaad (Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Penataan 
Lingkungan) dilatarbelakangi beberapa pemikiran: 
1. Meningkatkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang 
pembangunan. 
2. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan 
daerah. 
3. Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dalam 
mendukung prinsip pembangunan  berkelanjutan. 
4. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan 
pembangunan. 
5. Meningkatkan upaya penataan dan penegakan hukum secara konsisten pada 
pencemar dan perusak lingkungan. 
6. Meningkatkan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia pengelola lingkungan 
hidup baik di tingkat nasional atau daerah. 
7. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli isu lingkungan hidup berperan aktif 






Pemerintah mengklaim bahwa undang-undang ini hadir dengan mengusung 
konsep baru dalam manajemen sampah yakni kurangi-gunakan kembali-daur ulang atau 
dikenal dengan konsep 3R (Reduce-Reuse- Recycling). Konsep baru ini mengutamakan 
pendekatan pengurangan sampah. Karena itu, penanganan urusan sampah diatur mulai 
dari hulu sampai hilir atau dari sumber sampah hingga ke tempat pemrosesan dalam 
sampah. Dengan demikian, TPA singkatan dari Tempat Pembuangan Akhir diubah 
menjadi Tempat Pemrosesan Akhir. 
  
Kota Bengkulu juga mengeluarkan Peraturan daerah  No 2 tahun 2011 tentang 
pengelolaan sampah sebagai keseriusanya dalam mengatasi permasalah sampah di kota 
Bengkulu. Kendati peraturan tersebut telah diatur oleh pemerintah Kota Bengkulu, namun 
tidak serta merta pengelolaan sampah dalam implementasinya di lapangan menjadi 
simpel. Kondisi pengelolaan sampah di Kota Bengkulu khususnya di kawasan 
pemukiman masih belum terkelola dengan baik. 
  
Masih jauh dari memadai apabila diukur dari sistem dan metode pengelolaan 
sampah yang efektif, aman, sehat, ramah lingkungan dan ekonomis. seringkali terlihat 
suatu pemandangan dimana sampah dibuang oleh masyarakat sekitarnya ataupun orang 
yang tinggal jauh dari lingkungan tersebut yang sengaja membuang sampah di suatu 
tempat padahal tempat tersebut bukan merupakan tempat pembuanagan sampah, sehingga 
menjadi tempat pembuangan sampah liar di kota Bengkulu seperti di depan jembatan 
kualo pasar bengkulu, di jalur hijau di Lingkar Barat, di jembatan rawa makmur, di 
kawasan wisata pantai panjang  nusa indah dan lain-lain. 
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Peningkatan jumlah penduduk dan gaya hidup sangat berpengaruh pada volume 
timbulan, jenis dan keberagaman karakteristik sampah. Ketika populasi penduduk masih 
sedikit dan kebutuhan terhadap ruang masih relatif rendah, pembuangan sampah dengan 
pola pengelolaan konvensional memadai untuk digunakan di Kota Bengkulu. Tetapi, 
dengan meningkatnya tekanan populasi penduduk, daya beli masyarakat, perkembangan 
industri, urbanisasi, serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan 
ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantias dan 
kualitas sampah yang dihasilkan yang telah mengacaukan tatanan kota sehingga sistem 
pengelolaan sampah konvensional sudah tidak sesuai lagi untuk digunakan. 
 
Saat ini hampir seluruh pengelolaan sampah berakhir di Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA), sehingga menyebabkan beban TPA menjadi sangat berat, selain diperlukan 
lahan yang cukup luas juga diperlukan fasilitas pemeliharaan yang sangat mahal. 
Semakin banyaknya jumlah sampah yang harus dibuang ke TPA  salah  satunya 
disebabkan  belum dilakukannya upaya pengurangan volume sampah secara sungguh-
sungguh sejak dari sumbernya. 
Pengelolaan sampah konvensional sistem open dumping yang menumpukkan 
sampah di tempat terbuka pada TPA Air Sebakul bukanlah merupakan pilihan yang 
ramah lingkungan karena membiarkan gas methane dan air lindi mencemari lingkungan 
sekitarnya. Apalagi penanganan yang terpusat (sentralisasi) pada TPA membuat jalur 
pengangkutan lebih panjan dan kurang efisien. Selain itu juga sarana dan prasarana 
pengelolaan sampah yang tidak memadai sehingga menyebabkan kurang optimal 
bekerjanya pengelola sampah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. 
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Foto 1.1 : 
Ket. Sarana/kontainer Pengangkut sampah ke TPA yang sudah tidak layak pakai 
 
Sumber ; Hasil Olahan Peneliti, 2018 
Berangkat dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk  melakukan penelitian 
dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang 







1.2.  Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang di atas , maka masalah yang cukup menarik 
untuk diteliti dan dikaji lebih jauh adalah bagaimana Implementasi Peraturan daerah 
Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di kota Bengkulu ? 
1.3  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka yang 
menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan 
Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah di Kota Bengkulu. 
1.4  Kegunaan Penelitian 
Adapun Kegunaan Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoristis ( bagi 
ilmu pengetahuan ) Khususnya Administrasi Publik Tentang Implementasi suatu 















2.1 Kebijakan Publik 
Dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik, pemerintah sebagai 
aktor pembangunan dihadapkan pada berbagai masalah yang terjadi di dalam 
masyarakat. Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, maka pemerintah 
mengeluarkan kebijakan melalui kegiatan atau program-program pembangunan 
untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh lemiux 
(1995:7) mengenai kebijakan publik. 
Pakar Prancis , Lemieux (1995:7), Merumuskan kebijakan publik sebagai 
berikut, “The product of activities aimed at the resolution of public problem in 
environment by political actors whose relationship are structured . the entire process 
evolves over time ” (produk aktivitas – aktivitas yang dimaksudkan untuk 
memecahkan masalah–masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang 
dilakukan aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur . keseluruhan proses 
aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu ). 
Chief  J. O. Udoji, seorang pakar dari Nigeria (1981 ) , telah mendefinisikan 
kebijakan publik sebagai “ an santioned course of action addressed to a particular  
problem or group of related problem that affect society at large ” (suatu tindakan 
bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan 





Kebijakan publik memiliki lingkup yang sangat luas karena mencakup 
berbagai sektor atau bidang pembangunan. Hal ini dipertegas dengan adanya 
keterkaitan antara kebijakan dan pembangunan. Kebijakan dan pembangunan adalah 
dua konsep yang saling terkait karena keduanya merupakan proses peningkatan 
kualitas hidup manusia. Pembangunan adalah konteks dimana kebijakan beroperasi. 
Selain itu, kebijakan menunjuk pada kerangka kerja pembangunan dan memberikan 
pedoman bagi pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan ke dalam beragam 
program dan proyek (Suharto, 2005:1). 
Di dalam kebijakan publik terdapat suatu siklus yang bersifat 
berkesinambungan antara tahap yang satu dengan tahap yang lainnya. Suatu 
kebijakan menjadi pedoman bagi unsur pelaksana Karena pelaksanaan perlu 
penyesuaian dengan waktu dan lokasi, kebijakan tidak boleh kaku (rigid) seperti 
petunjuk pelaksanaan. Oleh karena itu kebijakan berada pada tahap level strategis, 
artinya suatu kebijakan tidak boleh bersifat teknis (Winarno, 2002:28). 
 Tahapan-tahapan dalam siklus kebijakan yaitu : 
1. Agenda Setting 
Tahap pertama dalam merumuskan suatu kebijakan publik adalah identifikasi 
atau perumusan masalah (defining problem). Hal tersebut ditujukan untuk 
menemukan kasus-kasus (alternatif-alternatif kebijakan) yang menyangkut 
kepentingan umum di dalam masyarakat yang memerlukan regulasi. Mengenali dan 
merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam 
perumusan suatu kebijakan karena untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, 
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masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula. Hal 
tersebut penting karena pada dasarnya kebijakan publik dibuat untuk memecahkan 
masalah yang ada dalam masyarakat. 
Masalah-masalah kebijakan adalah kebutuhan, nilai-nilai, atau kesempatan-
kesempatan yang tidak atau belum terealisir yang akan dapat dicapai dengan 
mengaplikasikannya menjadi sebuah kebijakan. Identifikasi masalah menjadi sistem 
penunjuk pokok atau mekanisme pendorong yang mempengaruhi keberhasilan semua 
fase analisis kebijakan dewasa ini karena tahap identifikasi menjadi pintu pengantar 
sebuah pembentukan kebijakan. 
Dalam fase ini, para pejabat publik harus dekat dengan masyarakat untuk 
mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi masalah publik dan memerlukaan 
pemecahan regulasi kebijakan publik. Hal-hal tersebut misalnya pendidikan, 
kesehatan, transportasi, sarana umum, pelayanan jasa, ketertiban umum, perizinan, dll 
kemudian akan menjadi materi pokok (input) pembahasan pejabat publik dalam 
penyusunan agenda kebijakan. Namun tidak semua masalah dapat diaplikasikan 
menjadi kebijakan.  
Tugas identifikasi adalah mengumpulkan masalah-masalah tersebut secara 
umum, lalu pada tahap selanjutnya akan ada penyeleksian dan penyusunan prioritas 
masalah untuk menentukan masalah mana yang akan diangkat, dibahas, dan dibuat 
kebijakannya. Pada tahapan ini, dilakukan pemberian informasi mengenai kondisi- 
kondisi yang menimbulkan masalah, sehingga dapat diketahui penyebab timbulnya 
suatu masalah atau isu-isu yang menjadi perhatian publik dan dapat diketahui sifat 
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serta tipe masalah publik. Setelah mengidentifikasikan masalah maka para pejabat 
pemerintah yang terkait dapat menempatkan masalah tersebut pada agenda publik. 
Dalam hal ini dikenal dengan istilah agenda setting. 
2.  Policy Formulation 
Tahap formulasi adalah tahap dimana para perumus kebijakan akan 
berhadapan dengan alternatif-alternatif kebijakan sebagai pemecahan masalah yang 
ada. Tahap ini ada setelah para perumus kebijakan sepakat untuk memasukan 
masalah tersebut dalam agenda kebijakan.Pada tahapan ini, dilakukan kegiatan yang 
bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kebijakan dimasa yang akan 
datang.  
Dalam hal ini pejabat pemerintah dapat memprediksikan berbagai 
konsekuensi dengan dikeluarkannya kebijakan. Selain itu, pada tahapan ini pejabat 
pemerintah dapat melakukan kegiatan pengawasan untuk mempengaruhi perubahan 
dalam kebijakan. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi resiko yang lebih besar. 
3. Policy Implementation 
Kebijakan publik merupakan respons dari sebuah sistem politik terhadap 
tuntutan maupun dukungan yang mengalir dari lingkungannya. Pemerintah sebagai 
pelaku utama implementasi kebijakan publik memiliki dua fungsi yang berbeda, 
yakni fungsi politik dan fungsi administratif. Fungsi politik merupakan fungsi 
pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sedangkan fungsi administratif adalah fungsi 
pemerintah sebagai pelaksana kebijakan.Pada tahapan ini, dilakukan beberapa 
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alternatif kebijakan sehingga didapat keuntungan atau manfaat dari alternatif kebijakan 
yang ditawarkan. 
4. Policy Change 
Pada tahapan ini, monitoring kebijakan dilakukan ketika kebijakan sedang 
diimplementasikan. Dengan adanya monitoring terhadap kebijakan akan diketahui 
kesalahan-kesalahan awal yang kemudian diketahui untuk dilakukan tindakan 
perbaikan. 
5. Policy Termination 
Pada tahapan ini, evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai bagaimana 
tingkat kinerja dari suatu kebijakan. Selain itu, dengan evaluasi kebijakan dapat 
diketahui berapa besar biaya dan manfaat dari suatu kebijakan. yang berbeda. Seperti 
merujuk pada tahap-tahap kebijakan yang ditawarkan oleh Dunn, yaitu tahap-tahap 
kebijakan, meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, 
implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.  
Tahap Penyusunan Agenda. Para pejabat yang dipilih dan diangkat 
menetapkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini 
berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada 
akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. 
Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang 




Tahap Formulasi Kebiajkan. Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan 
dibahas oleh para pembuat kebijakan. 
Masalah-masalah itu didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah 
terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Sama 
halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, 
dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat 
dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, 
masisng-masing aktor akan „bermain‟ untuk mengusulkan pemecahan masalah 
terbaik. 
Tahap Adopsi Kebijakan. Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang 
ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif 
kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus 
antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. 
Tahap Implementasi Kebijakan. Suatu program kebijakan hanya akan 
menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh 
karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan 
masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi 
maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil 
dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial 
dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. 
Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun 
beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana. 
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Tahap Penilaian Kebijakan. Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan 
akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat 
mampu memecahkan masalah. 
Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan 
dalam hal ini, memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, 
ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria- kriteria yang menjadi dasar untuk menilai 
apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. 
2.2  Implementasi Kebijakan Publik 
Kebijakan yang dibuat pada prinsipnya akan diimplementasikan, karena hal 
ini sangatlah penting. Hal ini dijelaskan oleh Udoji yang menyatakan, “The execution 
of policies is as important if not more important than policy making. Policies will 
remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented” (pelaksanaan 
kebijakan adalah sesuatu hal penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada 
pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus 
yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Wahab (2014 
h.126). 
Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk 
pengoperasionalisaian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah di tetapkan berdasarkan 
undang–undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku 
kepentingan (stakeholder), aktor ,organisasi (publik atau privat ), prosedur , dan tehnik 
secara sinergistis yang di gerakkan untuk bekerja sama guna menerapkan kebijakan 
kearah tertentu yang di kehendaki. Rasionalitas atau alasan dibalik langkah seperti ini tak 
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lain dimaksudkan agar sikap, perilaku , dan pikiran dari semua pemangku kepentingan 
yang terlibat dapat lebih terkontrol serta tetap terjaga pada relnya. Dengan demikian , 
tujuan dan sasaran program atau kebijakan itu secara keseluruhan dapat di capai secara 
memuaskan. 
Kamus Webster , secara lexicografis merumuskan bahwa istilah “to implement” ( 
mengimplementasikan) itu berarti “to provide the means for carrying out” (menyediakan 
sarana untuk melaksanakan sesuatu) ; “to give practical effect to” (menimbulkan dampak 
/akibat terhadap sesuatu ) maka implementasi kebijakan dapat di pandang sebagai suatu 
proses melaksanakan keputusan kebiajakaan , biasanya dalam bentuk undang-undang 
,peraturan pemerintah , keputusan peradilan perintah eksekutif , atau dekrit presiden. 
Pressman dan wildavsky menyatakan bahwa sebuah kata kerja 
mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda 
kebijakan. Sehingga bagi kedua pakar pelopor study implementasi ini, proses untuk 
melaksanakan kebijakan perlu mendapat perhatian yang seksama. Van Meter dan Van 
Hom (1975 ) merunuskan proses implementasi sebagai “ those actions by public or privat 
individuals (or group ) that are directed at the achievement of objective set fort in prior 
policy decision”(tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual / pejabat–pejabat 
atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan 





2.2.1 Model Implementasi Kebijakan Publik 
Donald   Van Meter dan Carl Van Horn (1975 ) Model mereka yang disebut 
dengan istilah “a model of policy implementation process”(model proses implementasi 
kebijakan ) dapat dilihat pada gambar 2.2 : 










 Sumber : Donald van Meter dan Carl van Horn “ the policy implementation “ 
 
 
Komunikas antar organisasi 




















Variabel-variabel kebijakan berhubungn dengan tujuan-tujuan yang telah 
digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan 
pelaksana meliputi organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya , 
mencakup antarhubungan didalam lingkungan sistem politik dan dengan kelompok-
kelompok sasaran.  
Masih tergolong  Model top–down lainnya ialah model implementasi yang di 
kembangkan oleh Brian W. Hogwood dan lewis A. Gunn (1978; 1986). Menurut kedua 
pakar ini untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna (perfect 
implementation ) diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-Syarat yang dimaksud 
adalah sebagai berikut : 
a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana tidak akan 
menimbulkan gangguan yang serius. 
b. Untuk pelaksanaan program , tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup 
memadai. 
c. Perpaduan sumber-sumber yang di perlukan benar-benar tersedia. 
d. Kebijakan yang akan di implementasiakan didasari oleh suatu hubungan 
kausalitas yang andal. 
e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai 
penghubungnya . 
f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil 
g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. 
h. Tugas tugas diprinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. 
i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 
j. Pihak pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan 
mendapatkan kepatuhan yang sempurna. 
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2.2.2. Pendekatan – pendekatan implementasi     
A. Pendekatan-Pendekata Prosedural dan Manajerial ( procedural and managerial 
approaches) 
implementasi dipanadang sebagai semata-mata masalah teknis atau masalah 
manajerial .Di sini , prosedur –prosedur yang dimaksud termasuk di antaranya yang 
menyangkut penjadwalan (scheduling) perencanaan (planning), dan pengawasan (control 
).Dengan demikian ,logikanya bahwa sesudah identifikasi masalah dan pemilihan 
kebijakan yang dilihat dari sudut biaya dan efektivitasnya paling memenuhi syarat , maka 
tahap implementasi itu mencakup urut-urutan langkah sebagai berikut : 
1. Merancang bangun ( mendesain) program serta perincian tugas dan perumusan 
tujuan yang jelas , penentuan ukuran prestasi kerja biaya dan waktu; 
2. Melaksanakan program ,dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia 
,dana ,sumber-sumber ,prosedur-prosedur dan metode-metode yang tepat; 
3. Membangun sistem penjadwalan , monitoring dan sarana-sarana pengawasan 
yang tepat ,guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar dapat 
segera di laksanakan. 
B. Pendekatan-Pendekatan Politik (political approaches) 
Analisis mengenai aspek-aspek politik dari implementasi kebijakan ini makin 
penting bila menyangkut lembaga pemerintah, mengingat kenyataan bahwa sebagian 
besar kebijakan pemerintah pusat sebenarnya tidaklah dilaksanakan oleh kantor-kantor 
/departemen/pemerintah pusat . pemerintah- pemerintah  daerah dan instansi-insatansi 
lain pada hakikatnya jaga mengeluarkan kebijakan yang membutuhkan kesepakatan dari 
organisasi lainnya.  
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Implementasi kebijakan yang akan dikaji adalah Peraturan daerah No 02 
tahun 2011 kota bengkulu tentang pengelolaan sampah. Kebijakan ini dibuat 
dengan tujuan untuk mengelola sampah sehingga dapat meminimalkan dampak 
negatif yang ditimbulkan, dan tercipta kondisi lingkungan hidup yang bersih, sehat 
dan berkualitas. 
 
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Sampah 
Menurut Apriadi sampah diartikan sebagai zat-zat atau benda- benda yang sudah 
tidak dapat digunakan lagi, baik berupa bahan buangan yang berasal dari rumah tangga 
sebagai sisa proses industri. Lain halnya yang dikemukan oleh Hadi Wiyoto yang 
mengartikan sampah sebagai: “Sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, 
baik karena telah diambil bagian utamanya, atau karena pengelolaan, atau karena telah 
diambil bagian utamanya, atau karena pengelolaan, atau karena sudah tidak ada 
manfaatnya, yang ditinjau dari segi sosial ekonomis tidak ada harganya, dan dari segi 
lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian”. 
Dalam kamus lingkungan dinyatakan bahwa pengertian sampah adalah bahan 
yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara bisaa atau 
khusus dalam produksi atau pemakaian; barang rusak atau cacat selama manufaktur; atau 
materi berkelebihan atau buangan. 
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 
Sampah dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan 
sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat berupa zat organik atau 
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anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak 
berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. 
1. Sampah dari tempat umum dan perdagangan  
Tempat-tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang 
berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat- tempat tersebut mempunyai potensi yang 
cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan 
dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sampah 
kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya. Sampah dari sarana 
pelayanan masyarakat milik pemerintah Yang dimaksud disini misalnya tempat hiburan 
umum, pantai, masjid, rumah sakit, bioskop, perkantoran, dan sarana pemerintah lainnya 
yang menghasilkan sampah kering dan sampah basah. 
2.  Sampah dari industri 
Dalam pengertian ini termasuk pabrik sumber alam, perusahaan kayu, dan lain-
lain, kegiatan industri baik yang termasuk distribusi ataupun proses suatu bahan mentah. 
Sampah yang dihasilkan dari tempat ini bisaanya sampah basah, sampah kering abu, sisa 
makanan, dan sisa bahan bangunan. 
3.  Sampah pertanian 
Sampah yang dihasilkan dari tanaman dari binatang daerah pertanian misalnya 
sampah dari kebun, kandang, lading atau sawah yang dihasilkan berupa bahan makanan 
pupuk maupun bahan pembasmi serangga tanaman.  
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2.3.1 Sistem Pengelolaan Sampah 
Sistem pengelolaan sampah adalah proses pengelolaan sampah yang meliputi 
kelima aspek/ komponen yang saling mendukung dimana antara satu dengan yang 
lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Kelima aspek tersebut meliputi: aspek 
teknis operasional, aspek organisasi dan manajemen, aspek hukum dan peraturan, aspek 
bembiayaan, aspek peran serta masyarakat. 
1.Aspek Teknik Operasional 
Spesifikasi yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-
2454-2002 tentang Tata Cara teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan. 
Aspek teknis operasional merupakan komponen yang paling dekat dengan obyek 
sampah. Menurut Hartoyo perencanaan sistem sampah memerlukan suatu pola standar 
spesifikasi sebagai landasan yang jelas.
 
Teknik operasional pengelolaan sampah bersifat 
integral dan terpadu secara berantai dengan urutan yang berkesinambungan yaitu: 
penampungan/ pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pembuangan/ 
pengelolaan. 
Aspek teknik operasional merupakan salah satu upaya dalam mengontrol 
pertumbuhan sampah, namun pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan 
pertimbangan kesehatan, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan 
lingkungan. Proses awal dalam   penanganan sampah terkait langsung dengan sumber 




a. Penampungan sampah adalah suatu cara penampungan sampah sebelum 
dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke TPA. Tujuannya adalah 
menghindari agar sampah tidak berserakan sehingga tidak menggangu 
lingkungan. Faktor yang paling mempengaruhi efektifitas tingkat pelayanan 
adalah kapasitas peralatan, pola penampungan, jenis dan sifat bahan dan lokasi 
penempatan. 
b. Pengumpulan sampah adalah cara proses pengambilan sampah mulai dari tempat 
penampungan sampah sampai ke tempat pembuangan sementara. Pola 
pengumpulan sampah pada dasarnya dikempokkan dalam 2 (dua) yaitu pola 
individual dan pola komunal. Pola Individual Proses pengumpulan sampah 
dimulai dari sumber sampah kemudian diangkut ke tempat pembuangan 
sementara/ TPS sebelum dibuang ke TPA.  
sedangkan pola komunal Pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil 
sampah ke tempat  penampungan sampah komunal yang telah disediakan / ke truk 
sampah yang menangani titik pengumpulan kemudian diangkut ke TPA tanpa 
proses pemindahan. 
c. Pemindahan sampah adalah memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam 
alat pengangkutan untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Tempat yang 
digunakan untuk pemindahan sampah adalah depo pemindahan sampah yang 
dilengkapi dengan kontainer pengangkut dan atau ram dan atau kantor, bengkel. 
Pemindahan sampah yang telah terpilah dari sumbernya diusahakan jangan 
sampai sampah tersebut bercampur kembali. 
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d. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah 
dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari tempat sumber sampah 
ke tempat pembuangan akhir. Berhasil tidaknya penanganan sampah juga 
tergantung pada sistem pengangkutan yang diterapkan. Pengangkutan sampah 
yang ideal adalah dengan truck container tertentu yang dilengkapi alat pengepres, 
sehingga sampah dapat dipadatkan 2-4 kali lipat. 
 Tujuan pengangkutan sampah adalah menjauhkan sampah dari perkotaan 
ke tempat pembuangan akhir yang bisaanya jauh dari kawasan perkotaan dan 
permukiman. 
e. Pembuangan akhir sampah merupakan tempat yang disediakan untuk membuang 
sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut. Prinsip 
pembuang akhir sampah adalah memusnahkan sampah domestik di suatu lokasi 
pembuangan akhir. Jadi tempat pembuangan akhir merupakan tempat pengelolaan 
sampah.  
2 Aspek Peran Serta Masyarakat 
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kesediaan 
masyarakat untuk membantu berhasilnya program pengembangan pengelolaan sampah 
sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri 
sendiri. Peran serta masyarakat sangat mendukung program pengelolaan sampah suatu 
wilayah. Tanpa adanya peran serta masyarakat semua program pengelolaan sampah yang 
direncanakan akan sia-sia. 
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Peran serta masyarakat dalam bidang sampah adalah proses dimana orang sebagai 
konsumen sekaligus produsen pelayanan sampah. dan sebagaian warga mempengaruhi 
kualitas dan kelancaran prasarana yang tersedia untuk mereka. Peran serta masyarakat 
penting karena peran serta masyarakat merupakan alat guna memperoleh informasi 
mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap   masyarakat   setempat.  
Bentuk pendekatan di atas dapat membantu program pemerintah dalam 
keberhasilan dengan membisaakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan 
program sampah, yaitu merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang 
tertib, lancar, dan merata, merubah kebisaaan  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah  
yang kurang baik. Bentuk peran serta masyarakat dalam penanganan atau pembuangan 
sampah antara lain: pengetahuan tentang sampah/kebersihan, rutinitas pembayaran 
retribusi sampah, adanya iuran sampah RT/RW/Kelurahan, kegiatan kerja bakti, 
penyediaan tempat sampah. 
Dalam proses pembangunan lainnya maka stakeholders yang terlibat dalam 
pengelolaan sampah adalah: pemerintah; masyarakat; swasta; para ahli dan akademisi 
(perencana profesional). Masing-masing stakeholders akan berinteraksi satu sama lain 
sesuai dengan fungsi dan perannya. Adapun fungsi dan peran dasar dari masing-masing 
stakeholders antara lain: Pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator. Masyarakat 
berperan sebagai pengelola sampah ; pemanfaat hasil dan proses, Swasta berperan 
sebagai penanam modal Para ahli dan akademisi berperan sebagai perencana. LSM 
berperan sebagai pendamping/ fasilitator. 
Peran dan fungsi tersebut, dalam perkembangannya dimungkinkan untuk 
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berubah..Perubahan-perubahan ini terjadi sebagai adanya kemandirian masyarakat dalam 
mengelola sampah di lingkungannya, konsekuensi dari penerapan konsep partisipatif 
dalam sistem pengelolaan sampah yang dirumuskan bersama. 
Penerapan konsep partisipatif memungkinkan masyarakat mengelola sampah 
rumah tangganya secara mandiri dengan dibantu oleh LSM sebagai fasilitator dan 
pendamping dalam kegiatan pengelolaan sampah masyarakat secara mandiri tersebut. 
Pola pendekatan baru dalam pengelolaan sampah saat ini telah di konsepkan 
dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.  21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan 
Startegi Nasional Pengembangan Sistem  Pengelolaan  Sampah  (KSNP-SPP).  Kebijakan  
Nasional tersebut merupakan reaksi atas pengelolaan sampah di waktu sebelumnya yang 
dilaksanakan secara konvensional dan terkesan adanya sekat pemisah antara masyarakat 
sebagai produsen sampah dan peran pemerintah sebagai pengelola sampah. 
Dalam kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem pengelolaan sampah 
yang terkait dengan tema perilaku pengelolaan sampah disebutkan antara lain, kebijakan 
pengurangan sampah semaksiamal mungkin dimulai dari sumbernya dengan pola 
meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang upaya 3R dan mengembangkan 
sistem insentif dan disinsentif. Dalam hal partisipasi masyarakat kebijakan yang 
dituangkan adalah meningkatkan pemahaman sejak dini, menyebarluaskan pemahaman 
tentang sampah kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah, meningkatkan 




3 Aspek Kelembagaan  
Organisasi dan manajemen mempunyai peran pokok dalam menggerakkan, 
mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengelolaan sampah dengan ruang lingkup bentuk 
institusi, pola organisasi personalia serta manajemen. Institusi dalam sistem pengelolaan 
sampah  memegang  peranan  yang  sangat  penting  meliputi: struktur organisasi, fungsi, 
tanggung jawab dan wewenang serta koordinasi baik vertikal maupun horizontal dari 
badan pengelola. 
4 Aspek Pembiayaan 
Aspek pembiayaan berfungsi untuk membiayai operasional pengelolaan sampah 
yang dimulai dari sumber sampah/penyapuan, pengumpulan, transfer dan pengangkutan, 
pengelolaan dan pembuangan akhir. Selama ini dalam pengelolaan sampah perkotaan 
memerlukan subsidi yang cukup besar, kemudian diharapkan sistem pengelolaan sampah 
ini dapat memenuhi kebutuhan dana sendiri dari retribusi. 
5 Aspek Peraturan/ Hukum 
 Prinsip aspek peraturan pengelolaan sampah berupa peraturan- peraturan daerah 
yang merupakan dasar hukum pengelolaan sampah meliputi: 
Perda yang dikaitkan dengan ketentuan umum pengelolaan kebersihan,Perda 
mengenai bentuk institusi formal pengelolaan kebersihan dan Perda yang khusus 
menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan kebersihan.  
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Peraturan yang dibutuhkan dalam sistem pengelolaan sampah di perkotaan antara 
lain adalah mengatur tentang:  Ketertiban umum yang terkait dengan penanganan sampah. 
Rencana induk pengelolaan sampah perkotaan. bentuk lembaga organisasi pengelolaan 
sampah. tata cara penyelenggaraan pengelolaan sampah. Tarif jasa pelayanan atau 
retribusi pengelolaan sampah. Kerjasama dengan berbagai pihak terkait diantaranya 
kerjasama antar daerah atau kerjasama dengan pihak swasta. 
Peraturan–peraturan tersebut melibatkan wewenang dan tanggung jawab 
pengelola kebersihan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan 
pembayaran retribusi. 
2.3.2 .Konsep Pengelolaan Sampah 3R 
Pengelolaan sampah adalah suatu upaya untuk mengurangi volume sampah atau 
merubah bentuk sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat dengan berbagai macam cara. 
Teknik pengelolaan sampah yang pada awalnya menggunakan pendekatan kumpul-
angkut-buang, kini telah mulai mengarah pada pengelolaan sampah berupa 3R. Reduce 
berarti  mengurangi volume dan berat sampah, reuse berarti memanfaatkan kembali dan 
recycle berarti daur ulang sampah. Teknik pengelolaan sampah dengan pola 3R, secara 






1. Reduce (pengurangan volume) 
Ada beberapa cara untuk melakukan pengurangan volume sampah, antara lain: 
a. Incenerator (pembakaran) Merupakan proses pengelolaan sampah 
dengan proses oksidasi, sehingga menjadi kurang kadar bahayanya, 
stabil secara kimiawi serta memperkecil volume maupun berat sampah 
yang akan dibuang ke lokasi TPA. 
b. Balling (pemadatan)Merupakan sistem pengelolaan sampah yang 
dilakukan dengan pemadatan terhadap sampah dengan alat pemadat 
yang bertujuan untuk mengurangi volume dan efisiensi transportasi 
sampah. 
c. Composting (pengomposan) Merupakan salah satu sistem pengelolaan 
sampah dengan mendekomposisikan sampah organik menjadi material 
kompos, sperti humus dengan memanfaatkan aktivitas bakteri. 
d. Pulverization (penghalusan) Merupakan suatu cara yang bertujuan 
untuk mengurangi volume, memudahkan pekerjaan penimpunan, 
menekan vektor penyakit serta memudahkan terjadinya pembusukan 
dan stabilisasi. 
2. R euse (penggunaan kembali) 
Reuse adalah pemanfaatan kembali atau mengguanakan kembali bahan-bahan dari 
hasil pembuangan sampah menjadi bahan yang dapat dipergunakan kembali misalnya 
sampah konstruksi bangunan. 
3. Recycle (daur ulang) 
Recycle adalah kegiatan pemisahan benda-benda anorganik (misalnya: botol-
botol bekas, kaleng, kardus dan lainnya) dsari tumpukan sampah untuk diproses kembali 




2.3.3  Metode pengelolaan sampah di TPA 
Secara umum teknologi pengelolaan sampah dibedakan menjadi 3 metode yaitu: 
1. Metode Open Dumping 
Open dumping merupakan sistem pengelolaan sampah dengan hanya membuang/ 
menimbun sampah disuatu tempat tanpa ada perlakukan khusus/ pengelolaan sehingga 
sistem ini sering menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan. 
2. Metode Controlled Landfill (penimbunan terkendali) 
Controlled landfill adalah sistem open dumping yang diperbaiki yang merupakan 
sistem pengalihan open dumping dan sanitary landfill yaitu dengan penutupan sampah 
dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh yang dipadatkan atau setelah 
mencapai periode tertentu. 
3. Metode Sanitary landfill (lahan urug saniter) 
Sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun 
dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup. Pekerjaan 









Metode penelitian merupakan tahapan yang penting dalam sebuah proses dan 
kegiatan penelitian. Metode adalah cara kerja untuk dapat memahami objek atau 
subjek yang menjadi sasaran ilmu yang besangkutan. Dalam penelitian ini, subjek 
yang menjadi tujuan dapat dipahami lebih mendalam sehingga data yang 
dikumpulkan adalah data yang akurat, objektif, valid, dan reliable. 
 Metode penelitian merupakan totalitas cara untuk meneliti dan 
menemukan kebenaran (Irawan, 2004:54-55). Karena metode penelitian memiliki 
standar-standar yang objektif dan ilmiah sebagai suatu dasar bagi penelitian yang 
digunakan peneliti untuk menginterpretasikan data dan membuat kesimpulan 
sehingga dapat disimpulkan bahwa metode penelitian sebagai keseluruhan proses dari 
kajian atau penelitian. 
3.1 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih 
detail mengenai suatu fenomena atau gejala (Prasetyo dan Jannah, 2005:42). 
Penelitian deskriptif ini diidentikkan dengan penelitian yang menggunakan 
pertanyaan “bagaimana” dalam mengembangkan informasi yang ada. Tujuan dari 
penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara 
sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 
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fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003,54). 
Dalam penelitian deskriptif, terdapat suatu rumusan masalah yang memandu 
peneliti untuk mengungkapkan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara 
menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiono, 2005:35). 
 Penelitian deskriptif dilakukan terbatas pada usaha mengungkapkan suatu 
masalah atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar 
mengungkapkan fakta. Seperti halnya penelitian ini yang berupaya untuk 
mengungkapkan fakta berupa masalah dan peristiwa yang terjadi di lapangan, yaitu 
implementasi kebijakan peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2011 Kota Bengkulu 
tentang  Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu. 
3.2 Definisi Konseptual dan operasional /Fokus dan Aspek Penelitian 
Implementasi kebijakan merupakan langakah yang sangat penting dalam 
proses kebijakan. ( Abidin,2002 ; 189 ). Pada Tahap Implementasi kebijakan aparat 
pemerintah  sebagai pembuat kebijakan memperdayakan berbagai sumber daya 
yang ada untuk mengidentifikasi masalah dan bagaimana cara mencapai tujuan 
kebijakan. Secara umum keberhasilan implementasi kebijakan dapat di tentukan 
oleh dua faktor utama , yaitu faktor internal dan faktor eksternal faktor internal 
terdiri atas kondisi kebijakan yang dilaksanakan atau pendukungnya sedangkan 
faktor eksternal terdiri atas kondisi lingkungan dan pihak terkait. (Abidin, 2002 ; 




Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi kebijakan Peraturan Daerah 
No 2 Tahun 2011 Kota Bengkulu tentang pengelolaan sampah di kota Bengkulu. 
Pengelolaan Sampah merupakan kegiatan yang sistematis , menyeluruh dan 
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan manajeman sampah. Jadi 
kebijakan ini di buat dengan Tujuan untuk mengelola sampah sehingga dapat 
meminimalkan dampak negatif yang di timbulkan, dan terciptanya kondisi 
lingkungan hidup yang bersih , sehat dan berkualitas. 
Adapun Aspek- Aspek yang akan di teliti terhadap implementasi peraturan 
daerah  No 2 Tahun 2011 kota Bengkulu. Berdasarkan Spesifikasi yang digunakan 
adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-2454-2002 tentang Tata Cara teknik 
Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan. 
1. Aspek pertama adalah Tehnik Operasional yaitu penampungan/ pewadahan , 
pengumpulan , pemindahan , pengangkutan pembuangan / pengolahan. 
 Penampungan sumber sampah yang terkait dalam hal ini adalah 
peralatan, pola penampungan, jenis , sifat bahan dan lokasi 
penempatan. 
 Pengumpulan ssampah berupa kegiatan pengambilan sampah mulai 
dari tempat penampungan sampai ke tempat pembuangan sementara 
(TPS) 
 Pemindahan hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkutan untuk di 
bawa ke tempat pembuangan akhir ( TPA ), dalam hal ini mengenai 
peralatan dan proses pemindahan 
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 Pengangkutan  sampah yang telah di kumpulkan di tempat 
pembuangan sementara (TPS ) ke tempat pembuangan akhir (TPA )/ 
Pengolahan 
 Pembuangan /pengelolaan merupakan tempat yang disediakan untuk 
membuang sampah dari hasil pengangkutan sampah untuk di olah 
lebih lanjut. 
2.Aspek kedua adalah aspek kelembagaan :  
Organisasi dan manajemen mempunyai peran pokok dalam menggerakkan, 
mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengelolaan sampah dengan ruang lingkup 
bentuk institusi, pola organisasi personalia serta manajemen. Institusi dalam sistem 
pengelolaan sampah  memegang  peranan  yang  sangat  penting  meliputi: struktur 
organisasi, fungsi, tanggung jawab dan wewenang serta koordinasi baik vertikal 
maupun horizontal dari badan pengelola  
3.Aspek yang ketiga adalah aspek pembiayaan :  
Aspek pembiayaan berfungsi untuk membiayai operasional pengelolaan sampah 
yang dimulai dari sumber sampah/penyapuan, pengumpulan, transfer dan 
pengangkutan, pengelolaan dan pembuangan akhir. 
4.Aspek yang keempat adalah peran serta masyarakat : Peran serta masyarakat dalam 
pengelolaan sampah 
3.3 Lokus/ Tempat Penelitian 
Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah kota Bengkulu 
khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dan TPA Air Sebakul kota 
Bengkulu. serta tempat-tempat yang dianggap perlu terkait penelitian ini. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
Melalui studi lapangan, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan 
melakukan peninjauan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, tempat 
pembuangan sementara , serta proses pengangkutan dan tempat pembuangan akhir (TPA 
) Air sebakul Kota Bengkulu. dengan tiga cara pendekatan diantaranya: 
1)  Observasi. Observasi merupakan suatu pendekatan penelitian dengan cara 
mengadakan pengamatan dan pencatatan langsung di lokasi penelitian 
mengenai kegiatan-kegiatan dan aktifitas yang ada hubungannya dengan 
masalah penelitian ini. Dalam melakukan observasi, peneliti melakukan 
pengamatan terhadap lokasi penelitian, bagaimana kondisi sebenarnya 
yang ada di lokasi bagaimana pengelolaan sampah di TPA. Pengamatan 
tersebut dilakukan bertujuan agar dalam melakukan wawancara dan 
penelitian mendalam nantinya, peneliti sudah memahami situasi dan 
kondisi yang terjadi di lokasi penelitian tersebut sehingga memudahkan 
peneliti dalam melakukan proses selanjutnya, yaitu melakukan 
wawancara. 
2) Wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dan subjek penelitian. 
Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara secara terstruktur, yakni dimana peneliti sudah mempunyai 
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panduan wawancara tentang hal-hal apa yang akan ditanyakan, 
disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan penelitian itu sendiri. 
3) Dokumentasi.Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan ini 
ialah dengan cara mencatat data dan dokumen resmi yang berasal dari 
kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu.. 
3.5 Populasi Dan Sampel/Informan Penelitian 
Dalam penelitian ini informan diambil dengan cara memilih orang-orang yang 
dirasa dapat mewakili dan memberikan keterangan atas permasalahan penelitian yang 
dihadapi. Menurut Mohammad Ali (1985; 45) persyaratan yang harus dimiliki oleh 
seorang informan adalah mereka yang langsung terlibat atau berkecimpung pada objek 
yang diteliti. Berdasarkan fungsi dan keberadaannya sebagai pemberi informasi, 
informan dimanfaatkan untuk memberikan pengetahuan dan data informasi mengenai 
kondisi juga situasi yang sedang terjadi dalam lingkup permasalahan penelitian tersebut. 
Menurut Sugiyono (2009:221), penentuan sampel atau informan dalam 
penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, 
karena itu orang yang dijadikan sampel atau informan sebaiknya yang memenuhi 
kriteria sebagai berikut: 
1. Mereka menguasai atau memahami masalah lingkungan khususnya 
Pengelolan sampah 




3. Mereka mempunyai cukup waktu untuk diwawancarai. 
Adapun dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan teknik 
purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 
(Sugiyono, 2003: 78). Pertimbangan tertentu yang dimaksudkan adalah dengan 
mengambil orang-orang yang telah diketahui mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan 
memahami permasalahan yang hendak di teliti oleh penulis. 
informan adalah orang-orang yang akan memberikan informasi dan data yang 
selanjutnya akan di analisis. Oleh karena itu, pemilihan informan merupakan faktor 
yang penting dalam melakukan penelitian. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan 
dan pengetahuaannya terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di 
Kota Bengkulu. Informan yang dipilih yaitu : 
1. Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan limbah B3 Dinas Lingkungan 
Hidup Kota Bengkulu 
2. Kasi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu 
3. Kasi penanganan sampah  Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu 
4. Kasi limbah B3 dinas lingkungan Hidup kota Bengkulu 
5. Petugas Pengolahan Sampah dinas lingkungan hidup kota bengkulu di 









3.6 Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif.  
Metode deskriptif sendiri, menurut Nawawi (1995 : 63) dapat diartikan sebagai prosedur 
pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek penelitian 
(dapat berupa seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang, 
berdasarkan dengan fakta-fakta yang konkret. 
Penelitian deskriptif kualitatif merupakan bagian dari penelitian kualitatif itu 
sendiri.  Deskriptif  kualitatif  merupakan metode yang digunakan untuk membedah suatu 
fenomena di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang 
menggambarkan dan menjabarkan temuan di lapangan.  
Dalam Metode deskriptif kualitatif ini peneliti nantinya akan memaparkan situasi 
atau peristiwa yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian. Penelitian dengan metode ini 
tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat 
prediksi.  
Penelitian deskriptif kualitatif ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi 
secara aktual dan terperinci, mengidentifikasikan masalah, membuat perbandingan atau 
evaluasi, dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah 
yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan 
pada waktu yang akan datang. 
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Sehubungan dengan itu, maka metode deskriptif ditekankan pada pengungkapan 
fakta yang digambarkan secara sistematis, faktual dan akurat tentang Implementasi 


















DESKRIPSI TEMPAT PENELITIAN 
4.1 Gambaran umum Kota Bengkulu 
Kota Bengkulu merupakan ibukota Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967, Peraturan Pemerintah  Nomor 20 Tahun 1968 Provinsi 
Bengkulu berdiri dan Kota Bengkulu dijadikan sebagai ibukotanya. Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986 Luas Kota Bengkulu adalah 144.52 Km2. 
 Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran tahun 2008 oleh Badan Koordinasi Survei dan 
Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Luas Kota Bengkulu adalah seluas 151.70 Km2 dengan 
rincian Kecamatan Selebar memiliki luas wilayah terluas yaitu 40.890 Km2 atau 27,84 % dan 
Kampung Melayu seluas 40,091 atau 27,30% dan diikuti dengan Kecamatan Muara Bangkahulu 
seluas 24,357 atau 16,58% dari luas wilayah Kota Bengkulu. Luas wilayah menurut Kecamatan 
di Kota Bengkulu dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut: 
Tabel 4.1  




                
 Kecamatan  
      Luas Wilayah 
         (  Km2)  
    Persentase 
1. Selebar 40, 890 27,84  % 
2.  Kampung Melayu   4, 091 27,30  % 
3. Gading Cempaka   9,687   6,60  % 
4. Ratu Agung   7,840   5,34  % 
5. Ratu Samban   2,847   1,94  % 
6. Singaran Pati 10,867   7,40  % 
7. Teluk Segara   2,558   1,74  % 
8. Sungai Serut   7,740   5,27  % 
9. Muara Bangkahulu 24,357 16,58  % 
                  J u m l a h 151.70 100,1  % 
 Sumber : BPS Kota Bengkulu 2016 
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4.2.   Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu 
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu terletak di Jalan Mangga IV Taman 
Remaja Kota Bengkulu.  
A. Tugas  
 
Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di 




Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 1, Dinas Lingkungan 
Hidup mempunyai fungsi : 
1. Penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup. 
2. Perumusan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup. 
3. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
4. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 
5. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan 
hidup. 
6. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. 
7. Pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 
8. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
9. Penetapan pengakuan dan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal, 
atau pengetahuan tradisional yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. 
10. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup untuk lembaga 
kemasyarakatan. 
11. Pemberian penghargaan lingkungan hidup Tingkat Kota. 
12. Penyelesaian pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. 
13. Pengelolaan sampah. 
14. Pemberian rekomendasi perizinan pendaurulangan, pengolahan sampah, pengangkutan 
sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. 
15. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak 
swasta. 
16. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup. 
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17. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup. 
18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. 
 
C. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, terdiri dari:  
1. Kepala. 
2. Sekretariat. 
3. Bidang Tata Lingkungan. 
4. Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.  
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. 
6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. 
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 
8. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 
D. Tugas dan fungsi bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 
 
1. Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
bertugas merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pengurangan Sampah, Penanganan 
Sampah dan Limbah B3. 
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bidang Pengolahan 
Sampah Dan Limbah B3 mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengolahan Sampah dan 
Limbah B3. 
b. Perumusan kebijakan pengurangan sampah dan penanganan sampah di kota.  
c. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan dan 
penyimpanan sementara limbah B3 berupa pengajuan, perpanjangan, perubahan 
dan pencabutan dalam satu daerah kota.  
d. Perumusan   kebijakan   pembinaan   dan   pengawasan kinerja  pengelolaan  
sampah  yang  dilaksanakan  oleh pihak lain atau badan usaha. 
e. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah  dan  
pemrosesan  akhir  sampah yang diselenggarakan oleh swasta. 
f. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota. 
g. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap 
kurun waktu tertentu. 
h. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri,  pendaur 
ulangan sampah, pemanfaatan  kembali  sampah  dari  produk dan kemasan produk, 
Pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain  atau badan usaha serta 
Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses 
alam. 
i. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah dan sarpras penanganan sampah. 
j. Pemungutan  retribusi  atas  jasa  layanan  pengelolaan sampah. 
k. Penetapan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah 
terpadu  dan Tempat Pemrosesan Akhir  sampah. 
l. Penyusunan  dan  pelaksanaan  sistem  tanggap  darurat pengelolaan sampah. 
m. Pemberian kompensasi  dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah. 
n. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan 
usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah. 
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o. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah.  
p. Pemberian rekomendasi  perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan  
Pemrosesan  akhir  sampah yang diselenggarakan oleh swasta, penyimpanan 
sementara limbah B3 dalam satu daerah kota, pengumpul limbah B3, pengangkutan 
Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga), penimbunan limbah B3 dan 
penguburan limbah B3 medis. 
q. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open 
dumping. 
r. Pelaksanaan pengawasan    kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh 
pihak lain  atau badan usaha. 
s. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan Sementara limbah B3  
dalam satu daerah kota.  
t. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan 
dan penimbunan limbah B3. 
u. Koordinasi pemilahan, pengumpulan,  pengangkutan dan pemrosesan akhir 
sampah. 
 
4.3. Gambaran umum TPA Air Sebakul Kota Bengkulu 
TPA Air Sebakul beralamatkan di kelurahan sukarami kota brngkulu dengan jarak 
lokasi dengan puat kota 15 KM dengan topografi berbukit dan jurang. Dasar penggunaan 
lahan TPA air sebakul adalah SK. Walikota Madya KDH Tk. II Bengkulu No.194 tanggal 
29 juli 1991. TPA Air Sebakul Kota Bengkulu mulai beroperasi pada tahun 1992. 
TPA Air Sebakul Kota Bengkulu memiliki lahan seluas 3Ha dengan 
menggunakan sistem pengelolaan Cara Metode Sanitary landfill (lahan urug saniter). 
Metode Sanitary landfill (lahan urug saniter) Sistem pembuangan akhir sampah yang 
dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah 
sebagai lapisan penutup. Pekerjaan pelapisan tanah penutup dilakukan setiap hari pada 
akhir jam operasi. 
Adapun sampah sampah yang masuk ke TPA Air Sebakul Kota Bengkulu dapat 




Ket. Komposisi Sampah TPA Kota Bengkulu 
NO Komponen 
sampah 
Persentase Volume (M3)/Hari 
2015 2016 2017 2018 2019 
1. Sampah basah 65% 246.27 262.97 292.22 342.22 347.22 
2. Kertas 13% 49.25 52.59 58.44 63.44 68.44 
3. Plastik 11% 41.68 44.5 49.45 54.45 59.45 
4. Kayu 3% 11.37 12.14 13.49 14.49 15.49 
5. Logam 1% 3.79 4.05 4.50 5.50 6.50 
6. Kaca/gelas 1% 3.79 4.05 4.50 5.50 6.50 
7. Karet/Kulit 1% 3.79 4.05 4.50 5.50 6.50 
8. Kain 1% 3.79 4.05 4.50 5.50 6.50 
9. Lain-Lain 4% 15.16 16.18 17.98 18.98 19.98 
JUMLAH 100% 378.89 404.58 449.58 515.58 536.58 












HASIL DAN PEMBAHASAN 
Disini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian di lapangan yang telah 
dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian berupa temuan fakta dan data penelitian 
yang telah dikumpulkan peneliti selama proses penelitian berlangsung. Selanjutnya 
peneliti akan mendeskripsikan untuk kemudian di analisis secara mendalam. 
5.1  Karakteristik informan 
Penentuan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan tehnik purposive 
sampling atau sampel bertujuan , hal ini di sebabkan karena keterbatasan waktu , 
tenaga dan dana , selain dari pada itu tujuan penelitian agar lebih mampu menangkap 
kelengkapan dan kedalaman data dalam menghadapi realitas yang tidak tunggal.  
Penentuan informan berdasarkan pada kriteria bahwa mereka adalah pihak –
pihak di luar masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah di kota Bengkulu. 
Adapun  pihak – pihak di luar masyarakat yang menjadi informan adalah kepala 
bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 dinas lingkungan hidup kota Bengkulu 1 
orang, Kasi pengurangan 1 orang dan penanganan Sampah 1 orang, Kasi limbah B3 
1 orang, petugas pengangkutan sampah 2 orang dan petugas operasi pengolahan 







Daftar Informan Dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu 
No Nama Jabatan 
1. Rusman Effendy. S.STP.MM Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan 
Limbah B3  
2. Febri Ardiansyah . Sos.M.Si Kasi Pengurangan sampah 
3. Firjoni Aprianto.ST Kasi Penanganan sampah 
4. Ir.Efrizal,SE,M.Sc Kasi Limbah B3 
5. Erlangga Petugas Pengangkutan sampah TPA 
6. Dadang S Petugas Pengangkutan sampah ke TPA 
7. Amron Sagab Petugas Operasi pengelolaan sampah di TPA 




5.2 Hasil Penelitian 
Adapun Aspek- Aspek yang di teliti dalam penelitian ini yaitu berdasarkan 
Spesifikasi yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-2454-
2002 tentang Tata Cara teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan terhadap 
implementasi peraturan daerah  No 2 Tahun 2011 Kota Bengkulu tentang 
pengelolaan sampah di Kota Bengkulu.  
Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk 
pengoperasionalisaian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah di tetapkan berdasarkan 
undang–undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku 
kepentingan (stakeholder), aktor ,organisasi (publik atau privat ), prosedur , dan tehnik 
secara sinergistis yang di gerakkan untuk bekerja sama guna menerapkan kebijakan 
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kearah tertentu yang di kehendaki. Rasionalitas atau alasan dibalik langkah seperti ini tak 
lain dimaksudkan agar sikap, perilaku , dan pikiran dari semua pemangku kepentingan 
yang terlibat dapat lebih terkontrol serta tetap terjaga pada relnya. Dengan demikian , 
tujuan dan sasaran program atau kebijakan itu secara keseluruhan dapat di capai secara 
memuaskan.Wahab (2014, h.133) 
Kamus Webster , secara lexicografis merumuskan bahwa istilah “to implement” ( 
mengimplementasikan) itu berarti “to provide the means for carrying out” (menyediakan 
sarana untuk melaksanakan sesuatu) ; “to give practical effect to” (menimbulkan dampak 
/akibat terhadap sesuatu ) maka implementasi kebijakan dapat di pandang sebagai suatu 
proses melaksanakan keputusan kebiajakaan , biasanya dalam bentuk undang-undang 
,peraturan pemerintah , keputusan peradilan perintah eksekutif , atau dekrit presiden. 
Berdasarkan teori menurut Van Meter dan Van Hom (1975) merumuskan proses 
implementasi sebagai “those actions by public or private individuals (or group ) that are 
directed at the achievement of objective set fort in prior policy decision “ (tindakan – 
tindakan yang di lakukan baik oleh individual /pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah 
atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan- tujuan yang telah di gariskan dalam 
keputusan kebijakan ).Wahab(2014,h.135)  
 Fokus penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 
Tentang pengelolaan sampah di Kota Bengkulu, dalam hal ini ada 4 aspek penelitian 
yang di dasarkan pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-2454-2002 tentang 




5.2.1 Aspek Tehnik Operasional Pengelolaan Sampah.  
Aspek teknis operasional merupakan komponen yang paling dekat dengan obyek 
sampah. Menurut Hartoyo perencanaan sistem sampah memerlukan suatu pola standar 
spesifikasi sebagai landasan yang jelas.
 
Teknik operasional pengelolaan sampah bersifat 
integral dan terpadu secara berantai dengan urutan yang berkesinambungan yaitu: 
penampungan/ pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pembuangan/ 
pengelolaan. dapat dilihat pada gambar 5.2.1 sebagai berikut :    
Gambar 5.2.1 










Sumber : SNI 19-2454-2002 
TIMBULAN SAMPAH 
PEMILAHAN,PEWADAHAN DAN 









Aspek tehnik operasional pengelolan sampah ini terkait dengan Bab iii 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Kota Bengkulu tentang pengelolaan sampah 
di kota Bengkulu. Hal ini termasuk di dalam penanganan sampah, Penanganan 
sampah dilakukan oleh LPM/ pihak ketiga dan Dinas. Sampah yang di tangani terdiri 
atas Sampah Rumah Tangga/yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah 
tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang berasal dari Kawasan Komersial, 
Kawasan industri, kawasan khusus, tempat usaha industry, fasilitas social, fasilitas 
umum dan fasilitas lainnya. 
Pada Bagian Kedua Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Kota Bengkulu, 
termuat di pasal 6 sarana dan prasarana penanganan sampah oleh LPM. untuk tahap 
awal menjadi tanggung jawab pemerintah kota. dan pada pasal 7 bahwa setiap rumah 
tangga wajib menyediakan tempat sampah organik dan anorganik dalam bentuk 
wadah tertutup 
Pada Bagian Ketiga PERDA Kota Bengkulu Tahun 2011 Penanganan sampah 
oleh Dinas. Pasal 13 Dinas menangani sampah sejenis sampah rumah tangga. pasal 
19 pemerintah kota wajib menyediakan tempt sampah organik dan sampah anorganik 
pada fasilitas umum  dan fasilitas sosial 
Aspek teknik operasional merupakan salah satu upaya dalam mengontrol 
pertumbuhan sampah, namun pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan 
pertimbangan kesehatan, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan 
lingkungan. Proses awal dalam penanganan sampah terkait langsung dengan sumber 





1. Penampungan sampah adalah suatu cara penampungan sampah sebelum 
dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke TPA. Tujuannya adalah 
menghindari agar sampah tidak berserakan sehingga tidak menggangu 
lingkungan. Faktor yang paling mempengaruhi efektifitas tingkat pelayanan 
adalah kapasitas peralatan, pola penampungan, jenis dan sifat bahan dan lokasi 
penempatan. 
Dalam hal penampungan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Kota 
Bengkulu bahwasanya setiap rumah tangga wajib menyediakan tempat sampah organik dan non 
organik. Dalam hal ini menyangkut penampungan sampah yang di sediakan tiap Rumah Tangga 
di Kota Bengkulu dapat dilihat dari hasil observasi dan wawancara yang  peneliti lakukan 
sebagai berikut :  
Gambar 5.2.2 







Sumber : Hasil Olahan peneliti, 2017 
 Adapun Hasil Wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah 
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Rusman Effendy,S.STP.MM  mengungkapkan :  
 
“penampungan yang di kelurahan pondok besi itu ya, ya itu sudah bagus 
,namun itu hanya sebagian kecil saja. Dan semestinya pengelolaan sampah di 
tingkat masyarakat di wilayah kelurahan berdasarkan PERDA itu sudah menjadi 
tanggung jawab kelurahan , melalui LPM itu semestinya”. 
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Adapun hasil wawancara peneliti dengan Cik slow Warga RT 5 kelurahan anggut 
dalam Kota Bengkulu mengungkapkan : 
 „Jangankan untuk penampungan organik kek anorganik penampuangan 
biaso ajo idak ado,  kadang main gantung bae pakai asoy,  paya kalo disipkan 
nian tong yang agak besak atau dari ban fuso tu, kan ado untuk tempek sampah 
laju orang peci buang kesiko galo naggung lah kito kek sampah ny, baunnyo tu 
dak tahan kito, kini kami pakai be ember kecik bekas yang pas kek sampah kito 
bae. kalo dari kelurahan belum ada tu ntah dak tau jugo‟. 
(jangankan untuk penampungan organik dan anorganik penampungan 
biasa aj tidak ada, kadang di gantung saja dengan kantong Plastik, susah kalau 
disiapkan betul seperti tong atau dari bahan ban mobil yang dijadikan tempat 
sampah yang cukup besar sehingga masyarakat sekitar membuang sampah nya 
kesini, bau sampah itu yang tidak tahan kita, Sekarang kami gunakan ember kecil 
yang cuku untuk menampung sampah kami saja. Kalau dari kelurahan belum ada 
kabar nya . entah tidak tahu juga). 
Gambar 5.2.3 






Sumber : Hasil Olahan peneliti, 2018 
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui , bahwa sudah ada 
ada sebagian kecil masyarakat pada skala rumah tangga yang sudah mempunyai 
penampungan organik dan anorganik, Namun Masih banyak pada skala Rumah 
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tangga  yang belum menyediaakan penampungan sampah Sesuai dengan yang di 
wajibkan PERDA.   
2. Pengumpulan sampah adalah cara proses pengambilan sampah mulai 
dari tempat penampungan sampah sampai ke tempat pembuangan sementara. Pola 
pengumpulan sampah pada dasarnya dikempokkan dalam 2 (dua) yaitu pola 
individual dan pola komunal. Pola Individual Proses pengumpulan sampah 
dimulai dari sumber sampah kemudian diangkut ke tempat pembuangan 
sementara/ TPS sebelum dibuang ke TPA.  
Sedangkan pola komunal Pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil 
sampah ke tempat  penampungan sampah komunal yang telah disediakan / ke truk 



















     Sumber : Hasil Olahan peneliti, 2018 
 
Berdasarkan data yang diproleh  Dinas lingkungan hidup Kota Bengkulu 
selaku yang memiliki kewenangan untuk mengelola sampah di kota Bengkulu ini, 
telah melayani sekitar 70 titik pengumpulan sampah yang tersebar di kota 
Bengkulu. dan menyediakan TPS atau container pengumpul sampah sebanyak 38 
unit yang tersebar di kota bengkulu.  Namun masih ada kontainer yang tetap 
beroprasi meski dalam keadaan rusak parah, dapat dilihat pada gambar 5.2.4. 













Sumber : Hasil Olahan peneliti  2017-2018 
“Yah seperti itulah kodisi kontainer kita saat ini, dalam hal perawatan 
kita tidak memiliki waktu untuk memperbaiki kontainer yang rusak tersebut, 
karna tidak memiliki pengganti sementara yang harus setiap hari kontainer 
tersebut harus berada di titik lokasi penampungan. Karna kemana lagi 
masyarakat kota membuang sampah bila kontainer tersebut tidak ada di 
lokasi”(.Tutur kepala bidang pengelolaan sampah saat berada di TPA Air 
sebakul kota Bengkulu) 
(Hasil Wawancara bulan desember 2017) 
 
 
Adapun Hasil wawancara peneliti dengan petugas pengangkut sampah Sopir dan 
Crew Kaidir Efendi dan Erlangga mengungkapkan : 
“Kontainer itu kami angkut setiap hari , kalo kontainer /TPS ini kami 
angkut dari kelurahan kebun geran, kendalanya ban mobil terkikis dengan besi 
kontainer itu. Setelah dari TPA ini kami letakkan kembali ke lokasi nya di kebun 
geran”. 
Berdasarkan hasil  wawancara di atas dapat diketahui bahwa keterbatasan 
sarana dan biaya membuat pengumpulan sampah kurang optimal.  
56 
 
2. Pemindahan sampah adalah memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam 
alat pengangkutan untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Tempat yang 
digunakan untuk pemindahan sampah adalah depo pemindahan sampah yang 
dilengkapi dengan kontainer pengangkut dan atau ram dan atau kantor, bengkel. 
Pemindahan sampah yang telah terpilah dari sumbernya diusahakan jangan 
sampai sampah tersebut bercampur kembali. 
3. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah   
dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari tempat sumber sampah 
ke tempat pembuangan akhir. Berhasil tidaknya penanganan sampah juga 
tergantung pada sistem pengangkutan yang diterapkan. Pengangkutan sampah 
yang ideal adalah dengan truck kontainer tertentu yang dilengkapi alat pengepres, 
sehingga sampah dapat dipadatkan 2-4 kali lipat. 
Adapun Hasil wawancara peneliti dengan petugas pengangkut sampah Sopir dan 
Crew Kaidir Efendi dan Erlangga mengungkapkan : 
“Kontainer itu kami angkut setiap hari , kalo kontainer /TPS ini kami angkut dari 
kelurahan kebun geran, ya seperti itulah kondisinya dikatan rusak iya, cuma kan 
untuk kini belum ada  penggantinya kendalanya ban mobil terkikis dengan besi 
kontainer itu. Setelah dari TPA ini kami letakkan kembali ke lokasi nya di kebun 
geran”.  Tuturnya saat di temui di TPA Air Sebakul Kota Bengkulu 
(Hasil Wawancara  bulan Desember 2017) 
 
Adapun Pengangkutan sampah dengan menggunakan kendaraan Amrool di kota 





Ket. Daftar Rute kendaraan Amrool Pengangkutan sampah  














BD 8025 EZ 
TPS. Kebun geran 
TPS. Pantai jakat 




18 m3/hari Pukul 04.00 s/d 
Selesai 
2. Amrool 
BD 4238 AZ 
TPS.Rumah Sakit Umum 
TPS. Jalan Salak 
1 unit 
1 unit 
18 m3/hari Pukul 04.00 s/d 
Selesai 
3. Amrool 





18 m3/hari Pukul 04.00 s/d 
Selesai 
4. Amrool 
BD 4992 ZE 
TPS. Nusa Indah 
TPS. Kebun Beler 
2 unit 
1 unit 
18 m3/hari Pukul 04.00 s/d 
Selesai 
5. Amrool 
BD 8032 AY 
TPS.Pasar Barukoto I 





24 m3/hari Pukul 04.00 s/d 
Selesai 
  6. Amrool          
BD 8046 AY 
TPS.Jalan Kedondong          
TPS.terminal panorama 
2 unit               
2 unit 
24 m3/hari Pukul 04.00 s/d 
Selesai 
  7. Amrool 
BD 8047 AY 
TPS. Tebeng                                      
TPS. Belakang stadion 
1 unit               
2 unit 
18 m3/hari Pukul 04.00 s/d 
Selesai 
8 Amrool 
BD 8048 AY 
TPS.Kz Abidin I  3 unit                          
18 m3/hari 
Pukul 04.00 s/d 
Selesai 
9 Amrool 
BD 8076 AY 
TPS. TPI                 





24 m3/hari Pukul 04.00 s/d 
Selesai 
10 Amrool BD 
8053 AY 
TPS.Horizon TPS.Bidadari 




18 m3/hari Pukul 04.00 s/d 
Selesai 
11 Amrool 








18 m3/hari Pukul 04.00 s/d 
Selesai 
12 Amrool 







24 m3/hari Pukul 05.00 s/d 
Selesai 
13 Amrool 
BD 8085 AY 





- 12 m3/hari Pukul 04.00 s/d 
Selesai 
J U M L A H 38 unit 252m3/hari  
Sumber : Hasil Penelitian bulan Desember 2017  
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Berdasarkan data di atas diketahui bahwa petugas kebersihan Dinas lingkungan 
hidup kota Bengkulu melakukan  kegiatan  pengangkutan sampah setiap harinya pada 
jam kerja.  
4. Pembuangan akhir sampah merupakan tempat yang disediakan untuk membuang 
sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut. Prinsip 
pembuang akhir sampah adalah memusnahkan sampah domestik di suatu lokasi 
pembuangan akhir. Jadi tempat pembuangan akhir merupakan tempat pengelolaan 
sampah. Berdasarkan data yang di peroleh adapun beberapa Sampah yang masuk 
ke TPA Air Sebakul Kota Bengkulu Dapat dilihat Pada Tabel 5.2.2 sebagai 
berikut : 
Tabel 5.2.2 















Kontainer Pemkot 69 28 41 44 6 264  
Amrool Pemkot 14  13 13   
Dumtruck Pemkot 16 2 14 14 6-8 98 
L- 300 Pemkot 1  1 1 3 3 
Roda 3 Kelurahan 50  50 29 1,5 43,5 
Carry Swasta 20  20 20 2 40 
Truck roda 6 Swasta 4-5   0,13 8 1,07 
                                                           J U M L A H   449,57 
Berarti  jumlah Sampah yang terangkut ke TPA adalah       449,57 m3/hari 




Dalam hal pengelolaan sampah di TPA Air Sebakul, Dinas Lingkungan Hidup 
Kota Bengkulu selaku yang berwenang menggunakan sistem pengolahan sampah dengan 
Cara  Metode Sanitary landfill (lahan urug saniter). Metode Sanitary landfill (lahan urug 
saniter) Sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun 
dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup. Pekerjaan 
pelapisan tanah penutup dilakukan setiap hari pada akhir jam operasi. 
Peralatan dan perlengkapan yang digunakan di TPA Air Sebakul Kota Bengkulu 
sebagai berikut : 
1. Buldoser untuk perataan , pengurungan  dan pemadatan  
2. Crawl /track dozer untuk pemadatan tanah lunak 
3. Wheel dozer untuk perataan dan pengurungan 
4. Landfril compactor untuk pemadatan timbulan sampah pada lokasi dalam 
5. Loader dan powershowel  untuk penggalian , perataan , pengurungan dan 
pemadatan 
 
Adapun Hasil Wawancara peneliti dengan kasi limbah B3 Dinas lingkungan 
hidup Kota Bengkulu Bapak Ir. Efrizal ,SE.M.Sc menyatakan Bahwa :  
 
“ Dalam pengelolaan sampah di TPA ini , Dampaknya sudah di duga dan di 
antisipasi. Berdasarkan uji lab yang di lakukan terhadap Air sumur warga 
diketahui bahwa tidak terjadi perubahan warna, bau serta Air masih bisa 
digunakan. karna pengolahan sampah di TPA ini di Bawahnya Kami Siapkan 
Beberapa Kolam Untuk menampung Air Lindi Yang berasal dari sampah” 
 
 “Untuk pencemaran udara dengan pengolahan yang kami lakukan, sampah yang 
diolah dan di timbun itu mengeluarkan Gas Metana Sedikit – Sedikit jadi untuk 
udara masih dalam kategori aman kalo tidak diolah seperti itu bahaya yang 
pertama gas metana itu mudah terbakar”.  
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“Nah untuk TPA Ini dulu belum ada masyarakat yang tinggal di kawasan TPA ini 
kebun pun belum ada hanya ada hutan belantrara, nah setelah ini di buka 
masyrakat mulai bermukim di kawasan sekitar TPA ini, Ada yang berkebun ada 
Yang memang mengambil sisa-sisa sampah yang nantinya akan di jual lagi. 
Dengan Dibukanya TPA di sini infrastruktur pun terbangun seperti jalan  sudah 
Aspal. 
( Hasil Wawancara 2018)  
 
Namun pada saat peneliti melakukan penelitian beberapa alat di TPA Air Sebakul 
mengalami kerusakan sehingga hal ini menyebabkan kurang optimal nya pengelolaan 
Sampah di TPA Air Sebakul Kota Bengkulu. yang mengakibatkan sampah di TPA Air 
Sebakul Menumpuk. 
Adapun Hasil Wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah 
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Rusman Effendy,S.STP.MM  mengungkapkan:  
“Hal itu dikarenakan Kondisinya sekarang 2 unit alat berat kita  dalam keadaan 
rusak berat sekarang masih di upayakan dalam perbaikan”. 
Dapat dilihat pada gambar 5.2.5 Tumpukan sampah di TPA Air Sebakul Kota 














Ket. Tumpukan sampah diakibatkan rusaknya alat pengelolaan sampah  















Sumber : Hasil Olahan Peneliti bulan Desember 2017 
  
“biasanya tidak seperti itu kondisi TPA itu, itu dikarenakan alat kita yang rusak, 
biasanya sampah di sana  itu rata dengan dengan tanah” Ungkapan Petugas operasi 
pengelola sampah TPA Air sebakul saat di temui di bengkel TPA. 
“Dan juga kondisi jalan atau akses masuk ke tpa menjadi hal yang harus di 
perhatikan karna apabila curah hujan tinggi armada – armada pengangkut sampah ke 




Berdasarkan hasil  wawancara di atas dan hasil observasi yang peneliti lakukan 
dapat diketahui bahwa lahan yang di gunakan untuk pengolahan sampah Kota Bengkulu / 
Tempat Pembuangan akhir sampah Se- Kota Bengkulu masih dalam Kondisi Aman 
Dalam hal Pencemaran Air, Tanah Serta Udara di Kawasan TPA Tersebut. Di sisi lain 
juga terbangun kehidupan masyarakat di sekitar Kawasan TPA Air Sebakul Tersebut 
yang dulunya kawasan hutan belantara sekarang sudah ada pemukiman dan kebun, 
namun yang memperihatinkan adalah kondisi kesehatan masyarakat yang memilah 
sampah di TPA Tersebut.  
Dalam hal pengelolaan Sampah di TPA Air sebakul Kota Bengkulu Dinas 
Lingkungan Hidup telah berupaya meminimalkan dampak buruk yang di akibatkan dari 
sampah, Namun Keterbatasan sumber daya dan cadangan peralatan bila ada yang rusak 
mengakibatkan operator pengolahan sulit untuk mengelola sampah di TPA tersebut.  
 
5.2.2 Aspek Pembiyaan 
Aspek pembiayaan berfungsi untuk membiayai operasional pengelolaan sampah 
yang dimulai dari sumber sampah/penyapuan, pengumpulan, transfer dan pengangkutan, 
pengelolaan dan pembuangan akhir. Selama ini dalam pengelolaan sampah perkotaan 
memerlukan subsidi yang cukup besar, kemudian diharapkan sistem pengelolaan sampah 
ini dapat memenuhi kebutuhan dana sendiri dari retribusi. 
Sebagaimana kegiatan lain , maka  pembiayaan sistem pengelolaan persampahan 
di kota Bengkulu dimaksudkan untuk dapat berjalan lancarnya pengelolaan sampah. Pada 
Aspek Pembiayaan ini berdasarkan yang termuat di PERDA Nomor 2 tahun 2011 kota 
Bengkulu, pada bab iv pasal 28 dan 29  bahwa  pembiayaan penanganan sampah oleh 
Dinas lingkungan hidup Kota Bengkulu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Bengkulu. 
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Adapun pembiayaan sampah yang di tangani kelurahan dengan pihak ketiga/LPM 
bersumber dari iuran masyarakat yang besarnya di sepakati bersama antara masyarakat 
dan LPM, Pengelolaan dana iuran masyrakat di lakukan oleh pengurus LPM dan 
Sebagian hasil digunakan untuk penangan sampah dan peremajaan sarana penanganan. 
Berdasarkan pada Standar Nasional Tata Cara Tehnik Operasinal Pengelolaan 
sampah Perkotaan( SNI 19-2454-2002)  dan (SNI 3242 :2008) Pengelolaan sampah  di 
pemukiman, Biaya pengelolaan sampah jenis pembiayaan meliputi Biaya investasi yang 
terdiri dari alat pengomposan , instalasi pengolahan/bangunan serta biaya pengadaan 
serta perbaikan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah. 
Adapun Hasil Wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah 
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Rusman Effendy,S.STP.MM  mengungkapkan: 
 “Untuk penyapu jalan,petugas kebersihan serta petugas pengangkut sampah di 
kota Bengkulu ini pembiayaannya melalui upah kerja berdasarkan dari pemerintah 
daerah , mereka di bayar sesuai standar honorer pemerintahan”.Nah berdasarkan  
Sumber pembiayaan pengelolaan sampah di kota Bengkulu ini, pembiayaan  di gunakan  
untuk pembiayaan kendaraan, alat, sarana dan prasarana seperti BBM , Pelumas ,Suku 
Cadang dan perawatan alat berat di TPA , Namun Dalam Kondisinya sekarang 2 unit 
alat berat  dalam keadaan rusak berat 
“Menurut saya dari segi armada kita masih kurang banyak , mungkin kita butuh 
2x lipat dari yang sekarang dan sdm yang ada kalo bisa 2x lipat dari yang sekarang  
kalau Bengkulu ini mau lebih baik pengelolaan sampahnya , karna keterbataan 
pemerintah dari segi biaya,ya kita masih semaksimal mungkin lah mana yang bisa kita 
capai kita kerjakan mana yang bisa kita bersihkan kita bersihkan” 







Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui , bahwa pembiayaan 
pengeloaan sampah Kota Bengkulu bersumber dari APBD Kota Bengkulu Biaya 
pengelolaan sampah masih belum mencukupi, akan tetapi itu dinas Lingkungan Hidup 
Kota Bengkulu tetap berusaha semaksimal mungkin dalam hal pengelolaan sampah di 
kota Bengkulu. 
 
5.2.3 Aspek Kelembagaan 
Organisasi dan manajemen mempunyai peran pokok dalam menggerakkan, 
mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengelolaan sampah dengan ruang lingkup 
bentuk institusi, pola organisasi personalia serta manajemen. Institusi dalam sistem 
pengelolaan sampah  memegang  peranan  yang  sangat  penting  meliputi: struktur 
organisasi, fungsi, tanggung jawab dan wewenang serta koordinasi baik vertikal 
maupun horizontal dari badan pengelola. 
Aspek organisasi dan manajeman merupakan suatu kegiatan yang bertumpu 
pada prinsip tehnik dan manajeman yang menyangkut aspek-aspek ekonomi,sosial, 
budaya, dan kondisi fisik wilayah kota dan memperhatikan pihak yang di layani yaitu 
masyarakat kota.perancangan dan pemilihan bentuk organisasi di sesuaikan dengan 
peraturan pemerintah yang membinanya.  
Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 Kota Bengkulu tentang 
pengelolaan sampah di kota Bengkulu dalam bab ii pasal 3  Penanganan sampah bahwa  
Dinas lingkungan hidup Kota menangani sampah sejenis rumah tangga, kawasan 
komersial, industri, kawasan khusus , fasilitas umum serta fasilitas sosial.  
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Adapun pengelolaan yang dilakukan oleh kelurahan , pihak kelurahan bekerja 
sama dengan pihak ketiga LPM pengelola sampah / swasta yang meng urusi sampah di 
pemukiman sampai ke tempat pembuangan sementara/TPS yang disediakan oleh 
pemerintah kota yakni dinas lingkungan hidup kota Bengkulu.  
Adapun Hasil Wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah 
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Rusman Effendy,S.STP.MM  mengungkapkan :  
“Dan Semestinya pengangkutan sampah di tingkat masyarakat di wilayah 
kelurahan berdasarkan PERDA itu sudah menjadi tanggung jawab kelurahan, melalui 
LPM itu semestinya. Tapi kan memang LPM kita tidak terlalu mempunyai daya sehingga 
tidak dapat maksimal bekerja mungkin karna keterbatasan sumberdaya, biaya, armada 
dan sebagainya.Karna mungkin sebenarnya itu tidak di berdayakan saja , masyarakat 
kita yang di kelurahan , ataupun pihak dari kelurahan itu tidak mampu untuk 
mengkoordinirnya .padahal kalo dimaksimalkan kelurahan itu mungkin bisa dapat uang 
dari segi pengangkutan sampah . sebab ada kelurahan –kelurahan lain yang sudah bisa 
dikatakan lumayan, termasuk tadi di daerah kampung melayu situ, kelurahan tersebut 
sudah dapat membiayai operasional mereka sendiri dalam hal pengangkutan sampah 
bahkan banyak swasta yang mengambil alih ,artinya memang ada penghasilan disitu”. 
(Hasil Wawancara  Bulan Desember 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui, bahwa untuk hal penanganan 
sampah, lembaga pemerintah kota Dinas lingkungan Hidup Melayani pengelolaan sampah pada 
kawasan komersil , Jalan umum TPS/tempat pembuangan sementara serta pengelolaan sampah di 
TPA Air Sebakul. Dan Untuk kawasan pemukiman itu dikelolala oleh Kelurahan dengan 
melibatkan LPM atau Pihak ke 3/ swasta sebagai pelaksana.  
Dan untuk pembiayaannya di pungut Tiap Bulannya dari masyarakat untuk upah petugas 
pengumpul sampah di pemukiman. Namun dalam hal Pengelolaan sampah 3R hanya beberapa 
kelurahan saja di kota Bengkulu ini yang dapat mengelola sampah / sudah bisa membiayai 
operasional mereka sendiri seperti Kampung melayu , Penurunan , Padang serai, Bentiring dan 
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Bumi Ayu Kota Bengkulu. 
5.2.4 Aspek Peran serta masyarakat 
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kesediaan 
masyarakat untuk membantu berhasilnya program pengembangan pengelolaan sampah 
sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri 
sendiri. Peran serta masyarakat sangat mendukung program pengelolaan sampah suatu 
wilayah. Tanpa adanya peran serta masyarakat semua program pengelolaan sampah yang 
direncanakan akan sia-sia. 
Peran serta masyarakat dalam bidang sampah adalah proses dimana orang sebagai 
konsumen sekaligus produsen pelayanan sampah. dan sebagaian warga mempengaruhi 
kualitas dan kelancaran prasarana yang tersedia untuk mereka. Peran serta masyarakat 
penting karena peran serta masyarakat merupakan alat guna memperoleh informasi 
mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap   masyarakat   setempat.  
Bentuk pendekatan di atas dapat membantu program pemerintah dalam 
keberhasilan dengan membisaakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan 
program sampah, yaitu merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang 
tertib, lancar, dan merata, merubah kebisaaan  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah  
yang kurang baik. Bentuk peran serta masyarakat dalam penanganan atau pembuangan 
sampah antara lain: pengetahuan tentang sampah/kebersihan, rutinitas pembayaran 
retribusi sampah, adanya iuran sampah RT/RW/Kelurahan, kegiatan kerja bakti, 
penyediaan tempat sampah. 
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Dalam proses pembangunan lainnya maka stakeholders yang terlibat dalam 
pengelolaan sampah adalah: pemerintah; masyarakat; swasta; para ahli dan akademisi 
(perencana profesional). Masing-masing stakeholders akan berinteraksi satu sama lain 
sesuai dengan fungsi dan perannya. Adapun fungsi dan peran dasar dari masing-masing 
stakeholders antara lain: Pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator. Masyarakat 
berperan sebagai pengelola sampah ; pemanfaat hasil dan proses, Swasta berperan 
sebagai penanam modal Para ahli dan akademisi berperan sebagai perencana. LSM 
berperan sebagai pendamping/ fasilitator. 
Pada aspek peran serta masyarakat, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2011 Kota Bengkulu hal ini termuat di Bab vii pasal 34 tentang larangan 
membuang sampah tidak pada tempatnya dan di bab viii pasal 35 tentang peran dinas 
dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan melalui kegiatan penyuluhan dan 
pembinaan teknis pengelolaan sampah. 
Adapun Hasil Wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah 
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Rusman Effendy,S.STP.MM  mengungkapkan 
Secara keseluruhan kalo menurut saya karna saya setiap hari mengurusi masalah 
sampah ini , satu kota Bengkulu ini belum ada posisi lingkungan kita yang dikatakan 
baik dalam hal pengelolaan sampah. Masyakat kita masih kurang atau sulit untuk 
terlibat dalam pengelolaan sampah yang baik, contohnya seperti membuang sampah ke 
tempat sampah saja masih banyak yang belum tertib membuang sampah. 
 Paling ada daerah-daerah tertentu seperti padang serai , kelurahan gading 
cempaka permai itupun tidak secara keseluruhan cuma sebagianya, sebagian kecil itu 
sudah baik tapi bukan dalam segi pengelolaan sampah, mereka cuma tertib membuang 
sampah , tertib dalam hal yang saya maksudkan mereka itu mau membuang sampah 
pada tempat yang telah di siapkan , kalau tidak itu mereka bekerja sama dengan pihak-
pihak ketiga seperti LPM atau swasta lainnya dalam hal pengangkutan. 
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Sudah ada 5 binaan TPS 3 R dari kita yang sudah kita biayai seperti di daerah 
sawah lebar , bentiring, bumi ayu, padang serai dan kampung melayu mulai dari  alat 
pencacah, alat penggilas, armada pengangkut serta lahan dari pemerintah sudah kami 
siapkan ,Tapi memang dalam pengelolaan sampah ini memang harus ada orang yang 
butuh dan sanggup , untuk masyarakat kota Bengkulu ini tidak ada yang bisa menekuni 
kegitatan itu , padahal sudah kaami siapkan semua .kalu dimaksimalkan mereka sudah 
bisa membiayai operasional sendiri.seperti mereka bisa mengomposkan sendiri , plastik 
itu udah bisa di cacah bisa jadi biji plastic di jual sudah dalam bentuk bubuk plastik 
sisanya tinggal lagi kreatifitas masing –masing lah sesuai kondisi di lapangannya 
sampahnya sampah apa.(hasil wawancara Desember 2017 
 
Berdasarkan hasil wawancara yang yang dilakukan diketahui bahwa , sudah ada 5 
Binaan TPS 3 R di kota Bengkulu ini yang di biayai oleh dinas lingkungan hidup kota 
Bengkulu seperti Sawah lebar, bentiring , bumi ayu, padang serai dan kampung melayu 
kota Bengkulu. Namun dalam hal tertib membuang sampah masih banyak masyarakat di 
kota bengklulu yang tidak tertib , masih ada yang membuang sampah di sungai masih ada 
yang membuang sampah bukan pada tempatnya. 
5.3 Pembahasan  
Pada bagian ini, semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian seperti yang 
sudah disajikan, untuk kemudian dianalisis. Adapun analisis yang dilakukan adalah 
analisis data yang bersifat induktif/kualitatif dengan tetap mengacu pada hasil interpretasi 
data dan informasi yang telah dikumpulkan, baik melalui wawancara dengan para 
Informan maupun catatan-catatan peneliti saat melakukan penelitian di lapangan, maka 
dapat diberikan analisis tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011  
tentang pengelolaan sampah di kota Bengkulu.  
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan 
memfokuskan penelitian pada empat aspek yang di teliti yaitu : 
1. Aspek Tehnik operasional pengelolaan sampah 
2. Aspek kelembagaan 
3. Aspek pembiayaan 
4. Aspek peran serta masyarakat 
5.3.1 Aspek Tehnik Operasional Pengelolaan Sampah 
Aspek tehnik operasional pengelolan sampah ini terkait dengan Bab iii 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Kota Bengkulu tentang pengelolaan sampah 
di kota Bengkulu. Hal ini termasuk di dalam penanganan sampah, Penanganan 
sampah dilakukan oleh LPM/ pihak ketiga dan Dinas. Sampah yang di tangani terdiri 
atas Sampah Rumah Tangga/yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah 
tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang berasal dari Kawasan Komersial, 
Kawasan industri, kawasan khusus, tempat usaha industry, fasilitas social, fasilitas 
umum dan fasilitas lainnya. 
Pada Bagian Kedua Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Kota Bengkulu, 
termuat di pasal 6 sarana dan prasarana penanganan sampah oleh LPM. untuk tahap 
awal menjadi tanggung jawab pemerintah kota. dan pada pasal 7 bahwa setiap rumah 
tangga wajib menyediakan tempat sampah organik dan anorganik dalam bentuk 
wadah tertutup 
Pada Bagian Ketiga PERDA Kota Bengkulu Tahun 2011 Penanganan sampah 
oleh Dinas. Pasal 13 Dinas menangani sampah sejenis sampah rumah tangga. pasal 
19 pemerintah kota wajib menyediakan tempt sampah organik dan sampah anorganik 
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pada fasilitas umum  dan fasilitas sosial 
Teknik operasional pengelolaan sampah bersifat integral dan terpadu secara 
sistematis dengan urutan yang berkesinambungan yaitu Penampungan Sampah, 
Pengumpulan sampah, Pemindahan sampah, Pengangkutan sampah dan Pembuangan 
akhir sampah/pengolahan: 
1. .Penampungan sampah 
Dalam hal penampungan sampah berdasarkan hasil penelitian yang 
peneliti lakukan dan berdasarkan PERDA yang berlaku bahwa setiap RT 
harus memiliki Penampungan yang terpisah antara sampah organik dan 
anorganik. Dilapangan sudah ada sebagian kecil masyarakat di kota 
Bengkulu yang telah menyedikan penampungan sampah yang terpisah 
antara sampah organik dan anorganik pada skala RT  seperti di kelurahan 
pondok besi, namun dalam membuang sampah masyarakat masih ada 
yang mencampur sampah antara organik dan sampah anorganik di tempat 
penampungan tersebut. 
Adapun penampungan yang di sediakan oleh dinas lingkungan 
hidup kota Bengkulu berupa Kontainer /TPS(Tempat Penampungan 
Sementara)  yang di tempatkan pada beberapa titik di kota Bengkulu. dari 
hasil penelitian dan wawancara terlihat ada beberapa kontainer yang sudah 
rusak atau tidak layak di pakai lagi.  masyarakat kota Bengkulu khususnya 
selaku penghasil sampah banyak yang tidak tertib dalam membuang 
sampah contohnya membuang sampah di sekitar kontainer tersebut . 
71 
 
sehingga sampah berserakkan di sekitar kontainer dan kontainer  hanya 
terisi setengahnya dari muatan kontainer yang di siapkan tersebut. 
Dari beberapa hasil penelitian dalam hal penampungan sampah di 
kota Bengkulu ini, bahwa masyarakat selaku penghasil sampah harus 
sadar betul akan kelestarian dan kenyamanan lingkungan yaitu dengan 
membuang sampah pada tempat yang telah di siapkan. 
 
2. Pengumpulan sampah 
Pengumpulan sampah merupakan cara proses pengambilan sampah 
dari tempat penampungan sampai ke tempat penampungan sementara. 
Pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikempokkan dalam 2 (dua) 
yaitu pola individual dan pola komunal. Pola Individual Proses 
pengumpulan sampah dimulai dari sumber sampah kemudian diangkut ke 
tempat pembuangan sementara/ TPS sebelum dibuang ke TPA.  
Sedangkan pola komunal Pengumpulan sampah dilakukan oleh 
penghasil sampah ke tempat  penampungan sampah komunal yang telah 
disediakan / ke truk sampah yang menangani titik pengumpulan kemudian 
diangkut ke TPA tanpa proses pemindahan. 
Dari hasil penelitian di lapangan peneliti menemukan untuk 
pengumpulan sampah pada pola individual adanya beberapa petugas 
pengumpul sampah dari pihak ketiga /LPM  yang kurang tertib dalam 
mengumpulkan sampah tiap harinya/ jam kerja. Sehingga sampah tersebut 
terbangkalai di tempat penampungan sampai berhari – hari seperti di 
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kelurahan anggut dalam RT V jalan Soeprapto 1 Kota Bengkulu . 
Untuk pengumpulan sampah pola Komunal atau yang di tangani 
oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu ada beberapa titik 
penampungan yang  petugasnya masih lalai dalam menjalankan tugas  
pengumpulan sampah seperti di kualo pasar Bengkulu. sehingga sampah 
tersebut menumpuk dan berserakan di sekitar TPS/kontainer sebelum di 
angkut ke TPA. 
Dari hasil penelitian dalam hal pengumpulan sampah baik itu dari 
kelurahan ataupun dari dinas yang berwenang hendaknya petugas 
pengumpul sampah mengumpulkan sampah harus tepat waktu atau sesuai 
dengan jam kerja sehingga tidak ada lagi sampah yang menumpuk di 
penampungan yang menyebabkan bau yang tidak sedap, lingkungan yang 
tidak sehat serta pencemaran lingkungan oleh sampah. 
3. Pemindahan Sampah  
Pemindahan sampah adalah memindahkan sampah hasil 
pengumpulan ke dalam alat pengangkutan untuk dibawa ke tempat 
pembuangan akhir. Tempat yang digunakan untuk pemindahan sampah 
adalah depo pemindahan sampah yang dilengkapi dengan kontainer 
pengangkut dan atau ram dan atau kantor, bengkel. Pemindahan sampah 
yang telah terpilah dari sumbernya diusahakan jangan sampai sampah 





Dari hasil penelitian untuk pemindahan sampah di Kota Bengkulu, 
Petugas dari pengumpul sampah di RT/ dari LPM memindahkan sampah 
ke TPS yang tersedia di tiap kelurahan. dan petugas dari Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Bengkulu  memindahkan sampah dari TPS yang 
tersebar di kota Bengkulu ke TPA Air Sebakul dengan cara pengangkutan 
Kontainer yang telah terisi penuh.. 
Dalam hal pemindahan sampah ini di kota Bengkulu Masih 
dikatakan baik namun masih ada kekurangan seperti masih ada kontainer 
yang mengalami kerusakan yang menyebabkan sampah berserakan saat 
proses pemindahan ke mobil/amrool Pengangkut. 
4. Pengangkutan Sampah 
Berdasarkan PERDA No 2 Tahun 2011 Kota Bengkulu pada bagian 
kelima pengangkutan, pasal 27 sisa sampah yang tidak bisa diolah di 
tempat pengolahan sampah terpadu diangkut menuju ke tempat 
pemrosesan akhir (TPA). Pengangkutan dilaksanakan oleh petugas Dinas 
dengan menggunakan mobil pengangkut sampah yang tertutup dan 
terpisah antara sampah organik dan sampah anorganik. 
Dalam hal ini dinas lingkungan hidup Kota Bengkulu telah 
melaksanakan kegiatan Pengangkutan sampah. Petugas dari Dinas 
Lingkungan Hidup melasanakan pengangkutan sampah setiap harinya. 
Namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti bahwa Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Bengkulu belum mempunyai mobil pengangkut 
sampah yang memisahkan sampah organik dan anorganik dan untuk 
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armada pengangkut sampah juga masih kekurangan. 
5. Pembuangan akhir 
Dalam hal pengelolaan sampah di TPA Air Sebakul, Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Bengkulu selaku yang berwenang menggunakan 
sistem pengolahan sampah dengan Cara  Metode Sanitary landfill (lahan 
urug saniter). Metode Sanitary landfill (lahan urug saniter) Sistem 
pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun 
dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup. 
Pekerjaan pelapisan tanah penutup dilakukan setiap hari pada akhir jam 
operasi. 
Dari hasil penelitian ada beberapa kendala di TPA Air Sebakul 
Kota Bengkulu, seperti adanya alat berat untuk operasi pengolahan 
sampah yang rusak sehingga pengelolan sampah di TPA Air Sebakul 
kurang optimal dan susahnya akses masuk ke TPA bila curah hujan cukup 
tinggi hal ini dikarenakan jalan masuk ke TPA masih berupa tanah  yang 
mengakibatkan armada- armada pengangkut sampah kesulitan untuk 






5.3.2 Aspek Pembiayaan 
Aspek pembiayaan berfungsi untuk membiayai operasional pengelolaan sampah 
yang dimulai dari sumber sampah/penyapuan, pengumpulan, transfer dan pengangkutan, 
pengelolaan dan pembuangan akhir. Selama ini dalam pengelolaan sampah perkotaan 
memerlukan subsidi yang cukup besar, kemudian diharapkan sistem pengelolaan sampah 
ini dapat memenuhi kebutuhan dana sendiri dari retribusi. 
Sebagaimana kegiatan lain , maka  pembiayaan sistem pengelolaan persampahan 
di kota Bengkulu dimaksudkan untuk dapat berjalan lancarnya pengelolaan sampah. Pada 
Aspek Pembiayaan ini berdasarkan yang termuat di PERDA Nomor 2 tahun 2011 kota 
Bengkulu, pada bab iv pasal 28 dan 29  bahwa  pembiayaan penanganan sampah oleh 
Dinas lingkungan hidup Kota Bengkulu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Bengkulu. 
Adapun pembiayaan sampah yang di tangani kelurahan dengan pihak ketiga/LPM 
bersumber dari iuran masyarakat yang besarnya di sepakati bersama antara masyarakat 
dan LPM, Pengelolaan dana iuran masyrakat di lakukan oleh pengurus LPM dan 
Sebagian hasil digunakan untuk penangan sampah dan peremajaan sarana penanganan. 
Berdasarkan pada Standar Nasional Tata Cara Tehnik Operasinal Pengelolaan 
sampah Perkotaan( SNI 19-2454-2002)  dan (SNI 3242 :2008) Pengelolaan sampah  di 
pemukiman, Biaya pengelolaan sampah jenis pembiayaan meliputi Biaya investasi yang 
terdiri dari alat pengomposan , instalasi pengolahan/bangunan serta biaya pengadaan 




Dari hasil penelitian yang didapatkan peneliti diketahuai bahwa , Pembiayaan 
penanganan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu. adapun pembiayaan sampah 
pemukiman yang di tangani kelurahan yang bekerja sama dengan pihak ketiga/LPM 
bersumber dari iuran masyarakat yang besarnya di sepakati bersama antara masyarakat 
dan LPM 
 Dan pembiayaan juga digunakan untuk penyapu jalan, petugas kebersihan serta 
petugas pengangkut sampah di kota Bengkulu ini, pembiayaannya melalui upah kerja 
berdasarkan dari pemerintah daerah mereka di bayar sesuai standar honorer pemerintahan 
dan Pembiayaan lainnya  di gunakan untuk pembiayaan kendaraan, alat, sarana dan 
prasarana seperti BBM , Pelumas ,Suku Cadang dan perawatan alat berat di TPA. 
Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan peneliti , dimana diketahui bahwa 
pembiayaan pengelolaan sampah di kota Bengkulu, Dinas lingkungan hidup masih 
kekurangan dalam hal pembiayaanya. 
 
5.3.3Aspek Kelembagaan 
Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 Kota Bengkulu tentang 
pengelolaan sampah di kota Bengkulu dalam bab ii pasal 3  Penanganan sampah bahwa  
Dinas lingkungan hidup Kota menangani sampah sejenis rumah tangga, kawasan 




Adapun pengelolaan yang dilakukan oleh kelurahan , pihak kelurahan bekerja 
sama dengan pihak ketiga LPM pengelola sampah / swasta yang meng urusi sampah di 
pemukiman sampai ke tempat pembuangan sementara/TPS yang disediakan oleh 
pemerintah kota yakni dinas lingkungan hidup kota Bengkulu. 
Aspek organisasi dan manajeman merupakan suatu kegiatan yang bertumpu pada 
prinsip tehnik dan manajeman yang menyangkut aspek-aspek ekonomi,sosial, budaya, 
dan kondisi fisik wilayah kota dan memperhatikan pihak yang di layani yaitu masyarakat 
kota.perancangan dan pemilihan bentuk organisasi di sesuaikan dengan peraturan 
pemerintah yang membinanya 
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan bahwa, Peran dari lembaga 
pemerintah kota belum maksimal seperti kelurahan yang seharusnya mampu mengelola 
sampahnya sendiri dengan itu mereka bisa membiayai operasinal mereka sendiri dalam 
hal pengelolaan sampah pemukiman. 
 
4.3.4. Aspek Peran serta Masyarakat 
Pada aspek peran serta masyarakat, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2011 Kota Bengkulu hal ini termuat di Bab vii pasal 34 tentang larangan 
membuang sampah tidak pada tempatnya dan di bab viii pasal 35 tentang peran dinas 
dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan melalui kegiatan penyuluhan dan 




Peran serta masyarakat dalam bidang sampah adalah proses dimana orang sebagai 
konsumen sekaligus produsen pelayanan sampah. dan sebagaian warga mempengaruhi 
kualitas dan kelancaran prasarana yang tersedia untuk mereka. Peran serta masyarakat 
penting karena peran serta masyarakat merupakan alat guna memperoleh informasi 
mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap   masyarakat   setempat.  
Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa dalam hal kesadaran 
masyarakat sebagai penghasil sampah masih sangat kurang perhatiannya dengan 
kenyamanan dan kebersihan lingkungan. terkait dengan tanggapan kepala bidang 
pengelolaan sampah Dinas lingkungan hidup kota Bengkulu yang menyatakan : 
 “jangankan terlibat dalam hal pengelolaan sampah, membuang sampah pada 
tempat yang sudah disiapkan saja masih banyak masyarakat kota Bengkulu ini yang 
tidak tertib”. 
  
Adapun masyarakat di kota Bengkulu ini yang ikut serta dalam pengelolaan 
sampah 3 R yang menjadi Binaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu seperti di 
daerah Sawah lebar , Bentiring, Bumi ayu, Padang serai dan Kampung melayu mulai dari  
alat pencacah, alat penggilas, armada pengangkut serta lahan sudah di siapkan 
pemerintah, tapi memang untuk masyarakat kota Bengkulu ini tidak ada yang bisa 
menekuni kegitatan itu. Bila hal itu dimaksimalkan kegiatan tersebut bisa mengasilkan. 
Dari hal-hal tersebut seharusnya masyarakat masyarakat kota Bengkulu ikut serta 
dalam menjaga lingkungan setidaknya buanglah sampah pada tempat yang telah 
disediakan dan dalam hal pengelolaan sampah 3 R hendaknya dinas terkait rutin untuk 







6.1  Kesimpulan 
Dari pembahasan hasil penelitian mengenai implemtasi peraturan daerah nomor 2 
tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di kota Bengkulu ini, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1.  Aspek Tehnik operasional pengelolaan sampah 
Tehnik operasional pengelolaan sampah kota Bengkulu yang terdiri dari kegiatan 
pewadahan /penampungan , pengumpulan , pemindahan, pengangkutan sampai pada 
tahap terakhir yaitu pembuangan akhir sampah. 
Aspek tehnik operasional pengelolan sampah ini terkait dengan Bab iii 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Kota Bengkulu tentang pengelolaan sampah 
di kota Bengkulu. Hal ini termasuk di dalam penanganan sampah, Penanganan 
sampah dilakukan oleh LPM/ pihak ketiga dan Dinas. Sampah yang di tangani terdiri 
atas Sampah Rumah Tangga/yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah 
tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang berasal dari Kawasan Komersial, 
Kawasan industri, kawasan khusus, tempat usaha industry, fasilitas social, fasilitas 
umum dan fasilitas lainnya. 
Pada Bagian Kedua Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Kota Bengkulu, 
termuat di pasal 6 sarana dan prasarana penanganan sampah oleh LPM. untuk tahap 
awal menjadi tanggung jawab pemerintah kota. dan pada pasal 7 bahwa setiap rumah 





Pada Bagian Ketiga PERDA Kota Bengkulu Tahun 2011 Penanganan sampah 
oleh Dinas. Pasal 13 Dinas menangani sampah sejenis sampah rumah tangga. pasal 
19 pemerintah kota wajib menyediakan tempt sampah organik dan sampah anorganik 
pada fasilitas umum  dan fasilitas sosial 
 Pertama penampungan sampah di kelurahan pondok besi yang menyediakan 
penampungan sampah yang memisahkan antara sampah organik dan anorganik itu cukup 
baik , namun dalam praktek membuang sampah masyarakat tersebut masih mencampur 
aduk sampah tersebut. Hal ini di karenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang 
sampah organik dan anorganik. 
Kedua pengumpulan sampah, dalam hal pengumpulan sampah kota Bengkulu ini 
sudah bisa dikatakan cukup baik karena pengumpulan dilakukan setiap hari pada jam 
kerja. Dan terkait dengan apa yang disampaikan oleh  kepala bidang pengelolaan sampah 
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu yang menyatakan bahwa “petugas yang lalai 
dalam mengumpulkan sampah akan kami berhentikan dan diganti dengan petugas yang 
baru” . 
Ketiga pemindahan sampah, dalam hal pemindahan sampah di kota Bengkulu 
sudah dikatakan baik namun masih ada kekurangan seperti masih ada kontainer yang 
mengalami kerusakan yang menyebabkan sampah berserakan saat proses pemindahan 
Kontainer ke mobil/amrool Pengangkut. 
Keempat Pengangkutan sampah adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah   
dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari tempat sumber sampah ke 
tempat pembuangan akhir. Dalam hal ini dinas lingkungan hidup Kota Bengkulu telah 
81 
 
melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Petugas dari dinas lingkungan hidup 
melasanakan pengangkutan sampah setiap harinya. Namun berdasarkan hasil wawancara 
peneliti bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu masih kurang dalam hal Armada 
Pengangkut Sampah. 
Kelima Pembuangan Akhir sampah Metode Sanitary landfill (lahan urug saniter) 
Sistem pembuangan akhir sampah yang digunakan di TPA Air sebakul Kota bengkulu 
yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan 
tanah sebagai lapisan penutup. Pekerjaan pelapisan tanah penutup dilakukan setiap hari 
pada akhir jam operasi. Sudh berjalan dengan baik , namun dari hasil penelitian ada 
beberapa kendala di TPA Air Sebakul Kota Bengkulu, seperti adanya alat berat untuk 
operasi pengolahan sampah yang rusak sehingga pengelolan sampah di TPA Air Sebakul 
kurang optimal dan susahnya akses masuk ke TPA bila curah hujan cukup tinggi hal ini 
dikarenakan jalan masuk ke TPA masih berupa tanah  yang mengakibatkan armada- 
armada pengangkut sampah kesulitan untuk masuk ke TPA Air Sebakul. Dan Pemerintah 
Kota hendaknya memperhatikan juga kondisi kesehatan masyrakat yang memilah sampah 
di TPA Air Sebakul Kota Bengkulu. 
2. Aspek Pembiayaan 
Sebagaimana kegiatan lain , maka  pembiayaan sistem pengelolaan persampahan 
di kota Bengkulu dimaksudkan untuk dapat berjalan lancarnya pengelolaan sampah. Pada 
Aspek Pembiayaan ini berdasarkan yang termuat di PERDA Nomor 2 tahun 2011 kota 
Bengkulu, pada bab iv pasal 28 dan 29  bahwa  pembiayaan penanganan sampah oleh 
Dinas lingkungan hidup Kota Bengkulu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
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Belanja Daerah Kota Bengkulu. 
Adapun pembiayaan sampah yang di tangani kelurahan dengan pihak ketiga/LPM 
bersumber dari iuran masyarakat yang besarnya di sepakati bersama antara masyarakat 
dan LPM, Pengelolaan dana iuran masyrakat di lakukan oleh pengurus LPM dan 
Sebagian hasil digunakan untuk penangan sampah dan peremajaan sarana penanganan. 
Dari hasil penelitian dan berdasarkan PERDA ,pembiayaan penanganan sampah 
oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Bengkulu. adapun pembiayaan sampah pemukiman yang di tangani 
kelurahan bekerja sama dengan pihak ketiga/LPM bersumber dari iuran masyarakat yang 
besarnya di sepakati bersama antara masyarakat dan LPM 
Untuk penyapu jalan,petugas kebersihan serta petugas pengangkut sampah di kota 
Bengkulu ini pembiayaannya melalui upah kerja berdasarkan dari pemerintah daerah , 
mereka di bayar sesuai standar honorer pemerintahan dan berdasarkan  Sumber 
pembiayaan pengelolaan sampah di kota Bengkulu ini, pembiayaan  di gunakan  untuk 
pembiayaan kendaraan, alat, sarana dan prasarana seperti BBM , Pelumas ,Suku Cadang 
dan perawatan alat berat di TPA. 
Berdasarkan hasil penelitian yang penelitian yang peneliti dapatkan dapat 
diketahui , bahwa pembiayaan pengeloaan sampah Kota Bengkulu bersumber dari APBD 
Kota Bengkulu Biaya pengelolaan sampah masih belum mencukupi, akan tetapi itu dinas 
Lingkungan Hidup Kota Bengkulu tetap berusaha semaksimal mungkin dalam hal 
pengelolaan sampah di kota Bengkulu. 
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3. Aspek Kelembagaan  
Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 Kota Bengkulu tentang 
pengelolaan sampah di kota Bengkulu bahwa  Dinas lingkungan hidup Kota menangani 
sampah sejenis rumah tangga, kawasan komersial, industri, kawasan khusus , fasilitas 
umum serta fasilitas sosial. Adapun pengelolaan yang dilakukan oleh kelurahan di kota 
Bengkulu , pihak kelurahan bekerja sama dengan pihak ketiga LPM / swasta. 
Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 Kota Bengkulu tentang 
pengelolaan sampah di kota Bengkulu dalam bab ii pasal 3  Penanganan sampah bahwa  
Dinas lingkungan hidup Kota menangani sampah sejenis rumah tangga, kawasan 
komersial, industri, kawasan khusus , fasilitas umum serta fasilitas sosial.  
Adapun pengelolaan yang dilakukan oleh kelurahan , pihak kelurahan bekerja 
sama dengan pihak ketiga LPM pengelola sampah / swasta yang meng urusi sampah di 
pemukiman sampai ke tempat pembuangan sementara/TPS yang disediakan oleh 
pemerintah kota yakni dinas lingkungan hidup kota Bengkulu.  
Berdasarkan hasil penelitian Peran dari lembaga Pemerintah Kota dalam Hal 
penganan sampah sudah berjalan namun masih belum maksimal  dikarenakan kurangnya 
Biaya dan sumber daya.  
4.  Aspek peran serta masyarakat 
Pada aspek peran serta masyarakat, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2011 Kota Bengkulu hal ini termuat di Bab vii pasal 34 tentang larangan 
membuang sampah tidak pada tempatnya dan di bab viii pasal 35 tentang peran Dinas 
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dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan melalui kegiatan penyuluhan dan 
pembinaan teknis pengelolaan sampah. 
Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa dalam hal kesadaran 
masyarakat sebagai penghasil sampah masih sangat kurang perhatiannya dengan 
kenyamanan dan kebersihan lingkungan. terkait dengan tanggapan kepala bidang 
pengelolaan sampah Dinas lingkungan hidup kota Bengkulu yang menyatakan 
“jangankan terlibat dalam hal pengelolaan sampah, membuang sampah pada tempat 
yang sudah disiapkan saja masih banyak masyarakat kota Bengkulu ini yang tidak 
tertib”.  
Adapun masyarakat di kota Bengkulu ini yang ikut serta dalam pengelolaan 
sampah 3 R yang menjadi binaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu seperti di 
daerah Sawah lebar , Bentiring, Bumi ayu, Padang serai dan Kampung melayu mulai dari  
alat pencacah, alat penggilas, armada pengangkut serta lahan sudah di siapkan 
pemerintah, tapi memasng untuk masyarakat kota Bengkulu ini tidak ada yang bisa 
menekuni kegitatan itu. Bila hal itu dimaksimalkan kegiatan tersebut bisa mengasilkan. 
Dari hal-hal tersebut seharusnya masyarakat masyarakat kota Bengkulu ikut serta 
dalam menjaga lingkungan setidaknya buanglah sampah pada tempat yang telah 
disediakan dan dalam hal pengelolaan sampah 3 R hendaknya dinas terkait rutin untuk 






Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian, bahwa 
implementasi peraturan daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di kota 
Bengkulu belum maksimal maka disarankan untuk lembaga yang mengurusi pengelolaan 
sampah di kota Bengkulu ini dalam hal ini dinas lingkungan hidup kota Bengkulu supaya 
rutin melakukan penyuluhan tentang pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga 
kesehatan dan kelestarian lingkungan dari pencemaran sampah di kota Bengkulu ini, serta 
giat melaksanakan pembinaan TPS 3R seperti yang sudah ada saat ini dengan melibatkan 
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IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 2 TAHUN 2011 
KOTA BENGKULU 
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH 




1. Aspek Tehnik operasional 
1. Apa saja peralatan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah kota bengkulu? 
2. Bagaimana cara kerja dari peralatan-peralatan tersebut ? 
3. Apakah proses penampungan di kota bengkulu sudah sesuai dengan peraturan pengelolaan 
sampah ? 
4. Bagaimana proses pengumpulan di lakukan dan kendala apa saja yang terjadi di lapangan ? 
5.  Kapan  proses pengumpulan itu dilakukan ? 
6.  Bagaimana proses Pemindahan Sampah di lakukan ? 
7. Apakah ada kendala dalam proses pengangkutan Sampah ? 
8. Dimana Dilakukanya pengelolaan sampah ? 
9. Apakah  Daerah tersebut Layak dijadikan tempat pengelolaan Sampah ?  
10. Apa Konsep Pengelolaan di TPA tersebut ? 






2. Aspek Pembiayaan 
 
12. Darimana sumber pendanaan diperoleh untuk pengelolaan sampah kota Bengkulu? 
13. Apakah Dana tersebut Mencukupi dalam pembiayaan pengelolaan sampah ? 
14. Bagaimana mekanisme pendanaan dalam pengelolaan sampah ? 
3. Aspek kelembagaan 
 
15. Menurut bapak apa yang melatar belakangi di keluarkan nya peraturan daerah No 2 Tahun 
2011 tentang pengelolaan sampah di kota bengkulu ? 
16. Apa yang menjadi tugas dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam hal 
pengelolaan sampah ? 
17. Bagaimana pengelolaan sampah di kota bengkulu setelah di keluarkannya Peraturan Daerah 
No 2 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah?  
18. Apa saja kendala - kendala yang di hadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan 
sampah di kota bengkulu ? 
19. Apa  langkah strategis dinas lingkungan Hidup dalam hal pengelolaan sampah di kota 
bengkulu ? 
20. Menurut  Bapak , Apa solusi terbaik yang efektif dilihat dari kondisi Masyarakat dan daerah 
kota Bengkulu ini untuk mengatasi pengelolaan sampah ? 
4.  Apek peran serta Masyarakat 
 
21. Bagaimana hubungan/ keterkaitan Antara permasalahan sampah dengan  
kualitas hidup masyarakat kota Bengkulu ? 
22. Bagaimanakah Masyarakat Dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah ? 
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